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REKAP 1: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE PRIORITAS NASIONAL ALOKASI 2018 (RIBU)

51 Pendidikan 182.723.860,00

54 Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata 663.216.142,00

56 Ketahanan Pangan 12.666.485.066,00

59 Pembangunan wilayah 57.956.853,00

Total 13.570.381.921,00

KODE SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)

01 Meningkatnya produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula 18.321.178.580,00

01.01 Produksi Padi 80,08

01.02 Produksi Jagung 23,48

01.03 Produksi Kedelai 2,34

01.04 Produksi Tebu 3,30

01.05 Produksi Daging Sapi dan Kerbau 695

02 Terjaminnya distribusi pangan 183.274.600,00

02.01 Produksi padi per kapita wilayah Sumatera 331,70

02.02 Rasio produksi padi per kapita wilayah Jawa 273,74

02.03 Rasio produksi padi per kapita wilayah Kalimantan 352,21

02.04 Rasio produksi padi per kapita wilayah Sulawesi 488,45

02.05 Rasio produksi padi per kapita wilayah Bali-Nusa tenggara 298,45

02.06 Rasio produksi padi per kapita wilayah Maluku- Papua 64,19

02.07 Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen ≥ HPP

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PERTANIAN

:2. VISI Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani

:3. MISI 1. Mewujudkan kesejahteraan petani
2. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi
3. Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi
4. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian

4. PRIORITAS NASIONAL

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L
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KODE SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)

03 Meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi 190.653.240,00

03.01 Konsumsi Kalori perkapita 2113

03.02 Konsumsi pangan hewani perkapita 217

03.03 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90,5

03.04 Penurunan jumlah penduduk rawan pangan -1,0

04 Meningkatnya konsumsi pangan lokal 161.268.500,00

04.01 Rasio konsumsi pangan lokal non-beras terhadap beras 6,05

05 Stabilnya produksi cabe dan bawang merah 735.412.030,00

05.01 Produksi cabai besar 1283

05.02 Produksi cabai rawit 944

05.03 Produksi Bawang Merah 1370

05.04 Koe�sien variasi produksi cabai besar ≤ 10

05.05 Koe�sien variasi produksi cabai rawit ≤ 15

05.06 Koe�sien variasi produksi bawang merah ≤ 16

05.07 Koe�sien variasi harga produk cabai ≤ 26

05.08 Koe�sien variasi harga produk bawang merah ≤ 16

06 Berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing 729.694.668,00

06.01 Produksi mangga 2460

06.02 Produksi nenas 2003

06.03 Produksi manggis 152

06.04 Produksi salak 1124

06.05 Produksi kentang 1403

06.06 Produksi jeruk siam/keprok 2100

06.07 Produksi karet 3683

06.08 Produksi kopi 765

06.09 Produksi kakao 916

06.10 Produksi lada 96

06.11 Produksi pala 32

06.12 Produksi cengkeh 119

06.13 Produksi kelapa 3446

06.14 Produksi susu 981

06.15 Produksi daging kambing dan domba 122

06.16 Produksi daging babi 398

06.17 Penurunan volume impor produk pertanian strategis 80,9
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KODE SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)

06.18 Produksi teh 162

06.19 Rasio volume ekspor terhadap produksi pertanian strategis -9,5

07 Tersedianya bahan baku bioindustri dan bioenergi 0,00

07.01 Produksi kelapa sawit 34515

07.02 Produksi komoditas ubi kayu 28,2

08 Meningkatnya kualitas sumberdaya insani petani 1.253.599.323,00

08.01 Jumlah petani yang meningkat kapasitasnya melalui pelatihan 18103

08.02 Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya 32500

09 Meningkatnya pendapatan keluarga petani 0,00

09.01 PDB pertanian sempit/jumlah TK pertanian 28

09.02 Persentase petani miskin 11,9

10 Meningkatnya kualitas aparatur dan layanan kelembagaan Pertanian 0,00

10.01 Nilai reformasi birokrasi 75

10.02 Nilai layanan perkarantinaan ≥ 80

10.03 Jumlah teknologi yang didiseminasikan ke pengguna 254

11 Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian 1.589.226.430,00

11.01 Opini Laporan Keuangan WTP

Total 23.164.307.371,00

KODE PROGRAM

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

RUPIAH
PINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN 2019 2020 2021

018.08.11
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan
Sarana Pertanian

6.025.598.749,00 0,00 5.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.030.828.749,00 6.088.079.155,00 6.088.103.355,00 6.088.079.155,00

Total 6.025.598.749,00 0,00 5.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.030.828.749,00 6.088.079.155,00 6.088.103.355,00 6.088.079.155,00

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

Jakarta, 07 December 2017  
a/n Menteri/ Kepala Lembaga 

 

 
NIP.
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REKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS ALOKASI 2018 (RIBU)

56 Ketahanan Pangan 4.334.896.247,00

56.21 Peningkatan Produksi Pangan 167.008.500,00

56.22 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi) 4.167.887.747,00

59 Pembangunan wilayah 0,00

59.25 Reforma Agraria 0,00

Total 4.334.896.247,00

KODE SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)

01 Penambahan Luas Pertanaman 6.030.828.749,00

01.02 Jumlah Penambahan Luas Baku Lahan Padi 12000

01.03 Jumlah Penambahan Luas Tanam Padi 67400

Total 6.030.828.749,00

KODE OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM ALOKASI 2018 (RIBU)

01 Perluasan Pertanaman dan Luas Baku Lahan 6.030.828.749,00

01.01 Perluasan baku lahan

01.02 Perluasan Areal Tanam

Total 6.030.828.749,00

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PERTANIAN

:2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG 01 - Meningkatnya produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula

:3. PROGRAM Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

:4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

5. PRIORITAS NASIONAL

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM
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KODE KEGIATAN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

RUPIAH
PINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN 2019 2020 2021

1794 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian 393.889.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393.889.225,00 451.139.631,00 451.139.631,00 451.139.631,00

1795
Perluasan dan Perlindungan Lahan
Pertanian

589.342.366,00 0,00 5.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594.572.366,00 594.572.366,00 594.572.366,00 594.572.366,00

1796
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan
Pengawasan Alat Mesin Pertanian

3.676.938.437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.676.938.437,00 3.676.938.437,00 3.676.938.437,00 3.676.938.437,00

1797
Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan
Sarana Pertanian

855.636.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855.636.771,00 855.636.771,00 855.636.771,00 855.636.771,00

3993 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 84.657.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.657.850,00 84.657.850,00 84.682.050,00 84.657.850,00

3994 Fasilitasi Pembiayaan Pertanian 425.134.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.134.100,00 425.134.100,00 425.134.100,00 425.134.100,00

Total 6.025.598.749,00 0,00 5.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.030.828.749,00 6.088.079.155,00 6.088.103.355,00 6.088.079.155,00

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

Jakarta, 07 December 2017  
a/n Menteri/ Kepala Lembaga 

NIP.
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REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)

01 Meningkatnya Infrastruktur Air Irigasi Mendukung Produksi Pertanian 393.889.225,00

01.01 Jumlah luas areal sawah yang jaringan irigasinya direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya 134700

01.02 Jumlah bangunan dan peralatan perlengkapannya pemanfaatan sumber air yang dibangun 1071

01.03 Jumlah Luas areal lahan rawa yang jaringan irigasinya dibangun/direhabilitasi 0

01.04 Jumlah bangunan konservasi air yang dibangun dalam rangka antisipasi perubahan iklim 500

01.05 Jumlah Pembangunan Embung Pertanian 400

Total 393.889.225,00

KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

01
Meningkatnya Infrastruktur Air
Irigasi Mendukung Produksi
Pertanian

393.889.225,00

01.001 Jaringan Irigasi Tersier

Meningkatkan
Produktivitas
Rakyat dan Daya
Saing di Pasar
Internasional

Ketahanan
Pangan

Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Pertanian
(termasuk irigasi)

Pembangunan
dan rehabilitasi
jaringan irigasi

Rehabilitasi
jaringan irigasi

tidak 160.000.000,00

01.001.001 Tanpa Sub Output 160.000.000,00

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PERTANIAN

:2. PROGRAM 11 - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

:3. SASARAN PROGRAM 01 - Penambahan Luas Pertanaman

:4. KEGIATAN 1794 - Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Direktorat Irigasi Pertanian

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

051 - Rehabilitasi Jaringan
Irigasi Tersier

160.000.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Bogor 1.100.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab.
Sukabumi

1.100.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Cianjur 1.100.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab.
Karawang

880.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab.
Purwakarta

660.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Subang 1.100.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab.
Bandung

1.650.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab.
Sumedang

880.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Garut 1.100.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab.
Tasikmalaya

1.320.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Ciamis 1.100.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Cirebon 1.100.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab.
Kuningan

330.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab.
Majalengka

550.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab.
Bandung
Barat

1.320.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab.
Pangandaran

1.100.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Jawa Barat

Kota
Tasikmalaya

550.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab.
Semarang

1.100.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Kendal 880.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Demak 880.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab.
Grobogan

1.100.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Batang 880.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Tegal 880.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Brebes 1.100.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Pati 770.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Kudus 330.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab.
Pemalang

550.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab.
Rembang

880.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Blora 550.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab.
Banyumas

880.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Cilacap 440.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab.
Purbalingga

1.320.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab.
Temanggung

440.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab.
Wonosobo

330.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab.
Purworejo

550.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab.
Kebumen

1.100.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Klaten 1.100.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab.
Wonogiri

880.000,00

Provinsi DI
Yogyakarta

Kab. Bantul 880.000,00

Provinsi DI
Yogyakarta

Kab. Sleman 550.000,00

Provinsi DI
Yogyakarta

Kab.
Kulonprogo

550.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Gresik 550.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab.
Mojokerto

550.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Jawa Timur

Kab.
Jombang

275.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab.
Pamekasan

550.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab.
Sumenep

550.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab.
Bangkalan

550.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab.
Situbondo

550.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab.
Pasuruan

550.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab.
Probolinggo

550.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab.
Lumajang

550.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Kediri 550.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab.
Tulungagung

550.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab.
Trenggalek

550.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Madiun 550.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Ngawi 825.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab.
Magetan

550.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab.
Ponorogo

550.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Pacitan 550.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Tuban 550.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab.
Lamongan

550.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh
Besar

840.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Pidie 960.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh
Utara

1.140.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh
Timur

840.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh
Selatan

600.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh
Barat

600.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh
Tenggara

300.000,00

Provinsi
Aceh

Kab.
Simeuleu

240.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Bireun 600.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh
Barat Daya

840.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh
Gayo Lues

360.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh
Jaya

720.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Nagan
Raya

840.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Pidie
Jaya

960.000,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab.
Deliserdang

720.000,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Karo 480.000,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Langkat 960.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab.
Simalungun

1.200.000,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Asahan 960.000,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Samosir 480.000,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab.
Mandailing
Natal

480.000,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Pakpak
Barat

600.000,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Toba
Samosir

600.000,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Serdang
Bedagai

720.000,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab.
Batubara

1.200.000,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab. Solok 960.000,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab. Pesisir
Selatan

1.200.000,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab. Tanah
Datar

1.200.000,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab.
Dharmas
Raya

960.000,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab. Solok
Selatan

960.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab.
Sijunjung

960.000,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kota Padang
Panjang

120.000,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kota Solok 180.000,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kota
Sawahlunto

180.000,00

Provinsi
Riau

Kab. Rokan
Hulu

240.000,00

Provinsi
Riau

Kab. Rokan
Hilir

240.000,00

Provinsi
Riau

Kab.
Kepulauan
Meranti

960.000,00

Provinsi
Jambi

Kab.
Sarolangun

960.000,00

Provinsi
Jambi

Kab.
Merangin

960.000,00

Provinsi
Jambi

Kab. Tebo 300.000,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Musi
Rawas

1.440.000,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Oku
Timur

1.440.000,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Oku
Selatan

360.000,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Musi
Rawas Utara

600.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Lampung

Kab.
Lampung
Selatan

600.000,00

Provinsi
Lampung

Kab.
Lampung
Tengah

600.000,00

Provinsi
Lampung

Kab.
Lampung
Utara

480.000,00

Provinsi
Lampung

Kab.
Lampung
Barat

600.000,00

Provinsi
Lampung

Kab. Tulang
Bawang

600.000,00

Provinsi
Lampung

Kab.
Tanggamus

600.000,00

Provinsi
Lampung

Kab.
Lampung
Timur

600.000,00

Provinsi
Lampung

Kab. Way
Kanan

600.000,00

Provinsi
Lampung

Kab.
Pringsewu

600.000,00

Provinsi
Lampung

Kota Metro 480.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Sambas 540.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Sanggau 540.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Sintang 675.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Kapuas
Hulu

675.000,00



12/7/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kementan.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 10/54

KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab.
Ketapang

675.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab.
Bengkayang

675.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Landak 675.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Sekadau 270.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Kayong
Utara

675.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Kubu
Raya

405.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kota
Pontianak

540.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kota
Singkawang

270.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Barito
Utara

405.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Pulang
Pisau

1.080.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Barito
Timur

675.000,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kab. Tanah
Laut

1.080.000,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kab. Tapin 540.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kab.
Kotabaru

540.000,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kab.
Balangan

135.000,00

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kab. Berau 405.000,00

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kab. Kutai
Timur

675.000,00

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kab. Kutai
Kertanegara

675.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Poso 720.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab.
Donggala

600.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Toli-Toli 600.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Banggai 600.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab.
Morowali

720.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Banggai
Kepulauan

360.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Parigi
Moutong

720.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Tojo
Una-Una

600.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Sigi 720.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab.
Morowali
Utara

720.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Pinrang 1.200.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Gowa 960.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Wajo 360.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab.
Tanatoraja

960.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Maros 360.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Luwu 960.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Sinjai 1.200.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab.
Bulukumba

1.200.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab.
Bantaeng

600.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab.
Jeneponto

360.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Takalar 960.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab.
Pangkajene
Kepulauan

1.200.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab.
Soppeng

1.200.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab.
Enrekang

600.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Luwu
Utara

960.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Luwu
Timur

1.200.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Toraja
Utara

840.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kab. Buton 240.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kab. Muna 180.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kab. Konawe
Selatan

600.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kab.
Bombana

1.200.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kab. Kolaka
Utara

600.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kab. Konawe 960.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kab. Konawe
Utara

480.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kab. Buton
Utara

240.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kab. Kolaka
Timur

960.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kota Bau-Bau 240.000,00

Provinsi
Bali

Kab.
Buleleng

1.100.000,00

Provinsi
Bali

Kab.
Jembrana

990.000,00

Provinsi
Bali

Kab.
Klungkung

660.000,00

Provinsi
Bali

Kab. Gianyar 1.100.000,00

Provinsi
Bali

Kab.
Karangasem

990.000,00

Provinsi
Bali

Kab.
Tabanan

1.100.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kab. Lombok
Barat

1.020.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kab. Lombok
Tengah

600.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kab. Lombok
Timur

1.020.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kab.
Sumbawa

600.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kab. Dompu 600.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kab.
Sumbawa
Barat

960.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kab. Lombok
Utara

960.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kota Bima 360.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Timor
Tengah
Selatan

675.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Rote
Ndao

675.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab.
Manggarai
Barat

675.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab.
Nagekeo

675.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab.
Manggarai
Timur

675.000,00

Provinsi
Papua

Kab.
Jayapura

320.000,00

Provinsi
Papua

Kab.
Merauke

1.600.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Papua

Kab. Nabire 800.000,00

Provinsi
Papua

Kab. Mimika 160.000,00

Provinsi
Papua

Kota
Jayapura

160.000,00

Provinsi
Bengkulu

Kab.
Bengkulu
Utara

720.000,00

Provinsi
Bengkulu

Kab.
Bengkulu
Selatan

840.000,00

Provinsi
Bengkulu

Kab. Rejang
Lebong

960.000,00

Provinsi
Bengkulu

Kab. Seluma 480.000,00

Provinsi
Bengkulu

Kab. Kaur 840.000,00

Provinsi
Bengkulu

Kab. Muko-
Muko

960.000,00

Provinsi
Bengkulu

Kab. Lebong 600.000,00

Provinsi
Bengkulu

Kab.
Kepahiang

840.000,00

Provinsi
Banten

Kab.
Pandeglang

1.100.000,00

Provinsi
Gorontalo

Kab.
Gorontalo

600.000,00

Provinsi
Gorontalo

Kab.
Boalemo

600.000,00

Provinsi
Gorontalo

Kab.
Pohuwato

960.000,00

Provinsi
Gorontalo

Kab. Bone
Bolango

600.000,00

Provinsi
Papua
Barat

Kab.
Manokwari

960.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Papua
Barat

Kab. Sorong 800.000,00

Provinsi
Papua
Barat

Kab. Fak Fak 320.000,00

Provinsi
Papua
Barat

Kab. Teluk
Bintuni

320.000,00

Provinsi
Papua
Barat

Kab. Teluk
Wondama

160.000,00

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Majene 600.000,00

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Mamuju 600.000,00

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Polewali
Mandar

960.000,00

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Mamasa 960.000,00

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Mamuju
Tengah

120.000,00

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kab.
Bulungan

270.000,00

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kab.
Nunukan

270.000,00

01.002 Pengembangan Sumber Air tidak 120.010.000,00

01.002.U80
Irigasi Perpompaan Besar
Wilayah Timur 1

0,00

051 - Persiapan 0,00

052 - Konstruksi 0,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

053 - Monitoring dan
Pelaporan

0,00

01.002.U87
Irigasi Perpompaan Besar
Wilayah Timur

3.795.000,00

051 - Persiapan 460.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

280.000,00

Provinsi
Maluku
Utara

Provinsi
Maluku Utara

140.000,00

Provinsi
Papua
Barat

Provinsi
Papua Barat

40.000,00

052 - Konstruksi 3.243.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

1.974.000,00

Provinsi
Maluku
Utara

Provinsi
Maluku Utara

987.000,00

Provinsi
Papua
Barat

Provinsi
Papua Barat

282.000,00

053 - Monitoring dan
Pelaporan

92.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

56.000,00

Provinsi
Maluku
Utara

Provinsi
Maluku Utara

28.000,00

Provinsi
Papua
Barat

Provinsi
Papua Barat

8.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

01.002.U88
Irigasi Perpompaan Menengah
Wilayah TImur

4.224.000,00

051 - Persiapan 518.100,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

423.900,00

Provinsi
Maluku
Utara

Provinsi
Maluku Utara

31.400,00

Provinsi
Papua
Barat

Provinsi
Papua Barat

62.800,00

052 - Konstruksi 3.573.900,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

2.924.100,00

Provinsi
Maluku
Utara

Provinsi
Maluku Utara

216.600,00

Provinsi
Papua
Barat

Provinsi
Papua Barat

433.200,00

053 - Monitoring dan
Pelaporan

132.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

108.000,00

Provinsi
Maluku
Utara

Provinsi
Maluku Utara

8.000,00

Provinsi
Papua
Barat

Provinsi
Papua Barat

16.000,00

01.002.U89
Irigasi Perpompaan Kecil
Wilayah Timur

0,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

051 - Persiapan 0,00

052 - Konstruksi 0,00

053 - Monitoring dan
Pelaporan

0,00

01.002.U91
Irigasi Perpompaan Besar
Wilayah Tengah

14.840.000,00

051 - Persiapan 1.802.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Provinsi
Kalimantan
Barat

153.000,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Provinsi
Kalimantan
Selatan

374.000,00

Provinsi
Kalimantan
Timur

Provinsi
Kalimantan
Timur

17.000,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Provinsi
Sulawesi
Utara

170.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Provinsi
Sulawesi
Tengah

153.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Provinsi
Sulawesi
Selatan

595.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

102.000,00

Provinsi
Bali

Provinsi Bali 153.000,00

Provinsi
Gorontalo

Provinsi
Gorontalo

34.000,00

Provinsi
Sulawesi
Barat

Provinsi
Prop.
Sulawesi
Barat

51.000,00

052 - Konstruksi 12.614.000,00



12/7/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kementan.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 21/54

KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kalimantan
Barat

Provinsi
Kalimantan
Barat

1.071.000,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Provinsi
Kalimantan
Selatan

2.618.000,00

Provinsi
Kalimantan
Timur

Provinsi
Kalimantan
Timur

119.000,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Provinsi
Sulawesi
Utara

1.190.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Provinsi
Sulawesi
Tengah

1.071.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Provinsi
Sulawesi
Selatan

4.165.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

714.000,00

Provinsi
Bali

Provinsi Bali 1.071.000,00

Provinsi
Gorontalo

Provinsi
Gorontalo

238.000,00

Provinsi
Sulawesi
Barat

Provinsi
Prop.
Sulawesi
Barat

357.000,00

053 - Monitoring dan
Pelaporan

424.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Provinsi
Kalimantan
Barat

36.000,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Provinsi
Kalimantan
Selatan

88.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kalimantan
Timur

Provinsi
Kalimantan
Timur

4.000,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Provinsi
Sulawesi
Utara

40.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Provinsi
Sulawesi
Tengah

36.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Provinsi
Sulawesi
Selatan

140.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

24.000,00

Provinsi
Bali

Provinsi Bali 36.000,00

Provinsi
Gorontalo

Provinsi
Gorontalo

8.000,00

Provinsi
Sulawesi
Barat

Provinsi
Prop.
Sulawesi
Barat

12.000,00

01.002.U92
Irigasi Perpompaan Menengah
Wilayah Tengah

13.230.000,00

051 - Persiapan 1.638.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Provinsi
Kalimantan
Barat

117.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Provinsi
Kalimantan
Tengah

65.000,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Provinsi
Kalimantan
Selatan

130.000,00

Provinsi
Kalimantan
Timur

Provinsi
Kalimantan
Timur

91.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sulawesi
Utara

Provinsi
Sulawesi
Utara

104.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Provinsi
Sulawesi
Tengah

182.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Provinsi
Sulawesi
Selatan

208.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

91.000,00

Provinsi
Bali

Provinsi Bali 234.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

299.000,00

Provinsi
Gorontalo

Provinsi
Gorontalo

26.000,00

Provinsi
Sulawesi
Barat

Provinsi
Prop.
Sulawesi
Barat

91.000,00

052 - Konstruksi 11.088.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Provinsi
Kalimantan
Barat

792.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Provinsi
Kalimantan
Tengah

440.000,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Provinsi
Kalimantan
Selatan

880.000,00

Provinsi
Kalimantan
Timur

Provinsi
Kalimantan
Timur

616.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sulawesi
Utara

Provinsi
Sulawesi
Utara

704.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Provinsi
Sulawesi
Tengah

1.232.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Provinsi
Sulawesi
Selatan

1.408.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

616.000,00

Provinsi
Bali

Provinsi Bali 1.584.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

2.024.000,00

Provinsi
Gorontalo

Provinsi
Gorontalo

176.000,00

Provinsi
Sulawesi
Barat

Provinsi
Prop.
Sulawesi
Barat

616.000,00

053 - Monitoring dan
Pelaporan

504.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Provinsi
Kalimantan
Barat

36.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Provinsi
Kalimantan
Tengah

20.000,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Provinsi
Kalimantan
Selatan

40.000,00

Provinsi
Kalimantan
Timur

Provinsi
Kalimantan
Timur

28.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sulawesi
Utara

Provinsi
Sulawesi
Utara

32.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Provinsi
Sulawesi
Tengah

56.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Provinsi
Sulawesi
Selatan

64.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

28.000,00

Provinsi
Bali

Provinsi Bali 72.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

92.000,00

Provinsi
Gorontalo

Provinsi
Gorontalo

8.000,00

Provinsi
Sulawesi
Barat

Provinsi
Prop.
Sulawesi
Barat

28.000,00

01.002.U93
Irigasi Perpompaan Kecil
Wilayah Tengah

0,00

051 - Persiapan 0,00

052 - Konstruksi 0,00

053 - Monitoring dan
Pelaporan

0,00

01.002.U95
Irigasi Perpompaan Besar
Wilayah Barat

37.846.000,00

051 - Persiapan 4.589.200,00

Provinsi
Jawa Barat

Provinsi Jawa
Barat

585.200,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Jawa
Tengah

Provinsi Jawa
Tengah

1.170.400,00

Provinsi DI
Yogyakarta

Provinsi Di
Yogyakarta

138.600,00

Provinsi
Jawa Timur

Provinsi Jawa
Timur

831.600,00

Provinsi
Aceh

Provinsi
Nanggroe
Aceh
Darussalam

277.200,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Provinsi
Sumatera
Utara

246.400,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Provinsi
Sumatera
Barat

123.200,00

Provinsi
Riau

Provinsi Riau 61.600,00

Provinsi
Jambi

Provinsi
Jambi

123.200,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Provinsi
Sumatera
Selatan

354.200,00

Provinsi
Lampung

Provinsi
Lampung

400.400,00

Provinsi
Bengkulu

Provinsi
Bengkulu

77.000,00

Provinsi
Banten

Provinsi
Banten

169.400,00

Provinsi
Kepulauan
Bangka Beli

Provinsi
Bangka
Belitung

30.800,00

052 - Konstruksi 32.064.800,00

Provinsi
Jawa Barat

Provinsi Jawa
Barat

4.088.800,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Jawa
Tengah

Provinsi Jawa
Tengah

8.177.600,00

Provinsi DI
Yogyakarta

Provinsi Di
Yogyakarta

968.400,00

Provinsi
Jawa Timur

Provinsi Jawa
Timur

5.810.400,00

Provinsi
Aceh

Provinsi
Nanggroe
Aceh
Darussalam

1.936.800,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Provinsi
Sumatera
Utara

1.721.600,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Provinsi
Sumatera
Barat

860.800,00

Provinsi
Riau

Provinsi Riau 430.400,00

Provinsi
Jambi

Provinsi
Jambi

860.800,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Provinsi
Sumatera
Selatan

2.474.800,00

Provinsi
Lampung

Provinsi
Lampung

2.797.600,00

Provinsi
Bengkulu

Provinsi
Bengkulu

538.000,00

Provinsi
Banten

Provinsi
Banten

1.183.600,00

Provinsi
Kepulauan
Bangka Beli

Provinsi
Bangka
Belitung

215.200,00

053 - Monitoring dan
Pelaporan

1.192.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Provinsi Jawa
Barat

152.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Jawa
Tengah

Provinsi Jawa
Tengah

304.000,00

Provinsi DI
Yogyakarta

Provinsi Di
Yogyakarta

36.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Provinsi Jawa
Timur

216.000,00

Provinsi
Aceh

Provinsi
Nanggroe
Aceh
Darussalam

72.000,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Provinsi
Sumatera
Utara

64.000,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Provinsi
Sumatera
Barat

32.000,00

Provinsi
Riau

Provinsi Riau 16.000,00

Provinsi
Jambi

Provinsi
Jambi

32.000,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Provinsi
Sumatera
Selatan

92.000,00

Provinsi
Lampung

Provinsi
Lampung

104.000,00

Provinsi
Bengkulu

Provinsi
Bengkulu

20.000,00

Provinsi
Banten

Provinsi
Banten

44.000,00

Provinsi
Kepulauan
Bangka Beli

Provinsi
Bangka
Belitung

8.000,00

01.002.U96
Irigasi Perpompaan Menengah
Wilayah Barat

46.075.000,00

051 - Persiapan 6.305.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Jawa Barat

Provinsi Jawa
Barat

832.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Provinsi Jawa
Tengah

988.000,00

Provinsi DI
Yogyakarta

Provinsi Di
Yogyakarta

260.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Provinsi Jawa
Timur

1.144.000,00

Provinsi
Aceh

Provinsi
Nanggroe
Aceh
Darussalam

520.000,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Provinsi
Sumatera
Utara

611.000,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Provinsi
Sumatera
Barat

312.000,00

Provinsi
Riau

Provinsi Riau 247.000,00

Provinsi
Jambi

Provinsi
Jambi

312.000,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Provinsi
Sumatera
Selatan

403.000,00

Provinsi
Lampung

Provinsi
Lampung

325.000,00

Provinsi
Bengkulu

Provinsi
Bengkulu

182.000,00

Provinsi
Banten

Provinsi
Banten

156.000,00

Provinsi
Kepulauan
Bangka Beli

Provinsi
Bangka
Belitung

13.000,00

052 - Konstruksi 37.830.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Jawa Barat

Provinsi Jawa
Barat

4.992.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Provinsi Jawa
Tengah

5.928.000,00

Provinsi DI
Yogyakarta

Provinsi Di
Yogyakarta

1.560.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Provinsi Jawa
Timur

6.864.000,00

Provinsi
Aceh

Provinsi
Nanggroe
Aceh
Darussalam

3.120.000,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Provinsi
Sumatera
Utara

3.666.000,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Provinsi
Sumatera
Barat

1.872.000,00

Provinsi
Riau

Provinsi Riau 1.482.000,00

Provinsi
Jambi

Provinsi
Jambi

1.872.000,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Provinsi
Sumatera
Selatan

2.418.000,00

Provinsi
Lampung

Provinsi
Lampung

1.950.000,00

Provinsi
Bengkulu

Provinsi
Bengkulu

1.092.000,00

Provinsi
Banten

Provinsi
Banten

936.000,00

Provinsi
Kepulauan
Bangka Beli

Provinsi
Bangka
Belitung

78.000,00

053 - Monitoring dan
Pelaporan

1.940.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Jawa Barat

Provinsi Jawa
Barat

256.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Provinsi Jawa
Tengah

304.000,00

Provinsi DI
Yogyakarta

Provinsi Di
Yogyakarta

80.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Provinsi Jawa
Timur

352.000,00

Provinsi
Aceh

Provinsi
Nanggroe
Aceh
Darussalam

160.000,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Provinsi
Sumatera
Utara

188.000,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Provinsi
Sumatera
Barat

96.000,00

Provinsi
Riau

Provinsi Riau 76.000,00

Provinsi
Jambi

Provinsi
Jambi

96.000,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Provinsi
Sumatera
Selatan

124.000,00

Provinsi
Lampung

Provinsi
Lampung

100.000,00

Provinsi
Bengkulu

Provinsi
Bengkulu

56.000,00

Provinsi
Banten

Provinsi
Banten

48.000,00

Provinsi
Kepulauan
Bangka Beli

Provinsi
Bangka
Belitung

4.000,00

01.002.U97
Irigasi Perpompaan Kecil
Wilayah Barat

0,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

051 - Persiapan 0,00

052 - Konstruksi 0,00

053 - Monitoring dan
Pelaporan

0,00

01.003
Bangunan Konservasi Air dan
Antisipasi Anomali Iklim

tidak 62.629.594,00

01.003.003 Tanpa Sub Output 62.629.594,00

051 - Pembangunan Dam
parit/Long Storage

62.629.594,00

Pusat Pusat 62.629.594,00

01.004 Irigasi Rawa
Ketahanan
Pangan

Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Pertanian
(termasuk irigasi)

Pembangunan
dan rehabilitasi
jaringan irigasi

Pembangunan
jaringan irigasi

tidak 0,00

01.004.004 Tanpa Sub Output 0,00

051 -
Rehabilitasi/Pembangunan
Irigasi Rawa

0,00

01.006
Fasilitasi Teknis dan Dukungan
Kegiatan Lingkup Irigasi
Pertanian

tidak 3.249.631,00

01.006.001 Tanpa Sub Output 3.249.631,00

051 - Pembinaan
Pelaksanaan Monitoring
dan Evaluasi Kegiatan
Lingkup Ditjen PSP

3.249.631,00

Pusat Pusat 3.249.631,00

052 - Layanan Operasional
Mendukung Pelaksanaan
Jaringan Irigasi Tersier

0,00

053 - Layanan Operasional
Mendukung Pelaksanaan
Kegiatan Pengembangan
Sumber Air

0,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

054 - Layanan Operasional
Mendukung Pelaksanaan
Kegiatan Embung Pertanian

0,00

055 - Layanan Operasional
Mendukung Pelaksanaan
Kegiatan Irigasi Rawa

0,00

01.007 Pembangunan Embung Pertanian
Ketahanan
Pangan

Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Pertanian
(termasuk irigasi)

Pembangunan
dan Rehabilitasi
Bendungan dan
Embung

Pembangunan
embung

tidak 48.000.000,00

01.007.001 Tanpa Sub Output 48.000.000,00

051 - Pembangunan
Embung Pertanian

48.000.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Bogor 240.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab.
Sukabumi

240.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Cianjur 360.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab.
Karawang

120.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab.
Purwakarta

120.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Subang 360.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Garut 240.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab.
Tasikmalaya

360.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Ciamis 360.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Cirebon 120.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab.
Kuningan

120.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Jawa Barat

Kab.
Indramayu

120.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab.
Majalengka

120.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab.
Bandung
Barat

240.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kota
Tasikmalaya

120.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab.
Grobogan

360.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Tegal 120.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab.
Pemalang

240.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Jepara 240.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab.
Rembang

360.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Blora 120.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab.
Banyumas

240.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Cilacap 120.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab.
Banjarnegara

240.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab.
Magelang

240.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab.
Purworejo

240.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Klaten 360.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Boyolali 120.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Sragen 360.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab.
Sukoharjo

240.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab.
Wonogiri

240.000,00

Provinsi DI
Yogyakarta

Kab. Bantul 240.000,00

Provinsi DI
Yogyakarta

Kab.
Gunungkidul

240.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Gresik 360.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab.
Sumenep

480.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab.
Bangkalan

240.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab.
Situbondo

360.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Jember 360.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Malang 360.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Jawa Timur

Kab.
Ponorogo

240.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Pacitan 480.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Tuban 360.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab.
Lamongan

480.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh
Besar

360.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Pidie 120.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh
Utara

120.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh
Timur

240.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh
Barat

120.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh
Tengah

120.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh
Tenggara

120.000,00

Provinsi
Aceh

Kab.
Simeuleu

240.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh
Singkil

240.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Bireun 120.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Nagan
Raya

240.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Bener
Meriah

360.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Pidie
Jaya

120.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab.
Deliserdang

240.000,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Karo 360.000,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Tapanuli
Tengah

240.000,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab.
Simalungun

240.000,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab.
Labuhanbatu

120.000,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Tapanuli
Utara

240.000,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Tapanuli
Selatan

240.000,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Nias 120.000,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Samosir 360.000,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab.
Mandailing
Natal

240.000,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Padang
Lawas

120.000,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Padang
Lawas Utara

360.000,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab.
Labuhan
Batu Selatan

120.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab.
Labuhan
Batu Utara

120.000,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Nias
Barat

120.000,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota Gunung
Sitoli

120.000,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab.
Limapuluh
Kota

240.000,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab. Solok 240.000,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab. Padang
Pariaman

120.000,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab. Pesisir
Selatan

240.000,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab.
Dharmas
Raya

120.000,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab. Solok
Selatan

120.000,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab.
Pasaman
Barat

120.000,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab.
Sijunjung

240.000,00

Provinsi
Riau

Kab. Kampar 120.000,00

Provinsi
Riau

Kab. Indragiri
Hulu

120.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Riau

Kab. Rokan
Hilir

240.000,00

Provinsi
Jambi

Kab.
Sarolangun

240.000,00

Provinsi
Jambi

Kab. Kerinci 360.000,00

Provinsi
Jambi

Kab.
Merangin

360.000,00

Provinsi
Jambi

Kab. Tebo 240.000,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Musi
Banyu Asin

240.000,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Muara
Enim

240.000,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Lahat 360.000,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Musi
Rawas

120.000,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Oku
Timur

240.000,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Oku
Selatan

240.000,00

Provinsi
Lampung

Kab.
Lampung
Selatan

240.000,00

Provinsi
Lampung

Kab.
Lampung
Tengah

240.000,00

Provinsi
Lampung

Kab.
Lampung
Utara

120.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Lampung

Kab. Tulang
Bawang

120.000,00

Provinsi
Lampung

Kab.
Tanggamus

120.000,00

Provinsi
Lampung

Kab.
Lampung
Timur

120.000,00

Provinsi
Lampung

Kab. Way
Kanan

120.000,00

Provinsi
Lampung

Kab.
Pesawaran

120.000,00

Provinsi
Lampung

Kab.
Pringsewu

120.000,00

Provinsi
Lampung

Kab. Mesuji 120.000,00

Provinsi
Lampung

Kab. Tulang
Bawang
Barat

120.000,00

Provinsi
Lampung

Kab. Pesisir
Barat

240.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Sanggau 240.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Kapuas
Hulu

240.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab.
Ketapang

240.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Landak 240.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Sekadau 240.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Kubu
Raya

240.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Kapuas 120.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Barito
Utara

240.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Barito
Selatan

240.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab.
Kotawaringin
Timur

240.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab.
Kotawaringin
Barat

240.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Seruyan 360.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Murung
Raya

240.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Barito
Timur

240.000,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kab. Banjar 240.000,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kab. Tanah
Laut

240.000,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kab.
Tabalong

240.000,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kab.
Kotabaru

240.000,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kab. Tanah
Bumbu

240.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kab. Kutai
Barat

120.000,00

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kab.
Penajam
Paser Utara

120.000,00

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kab.
Mahakam
Ulu

120.000,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kab.
Minahasa

240.000,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kab. Bolaang
Mongondow

240.000,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kab.
Kepulauan
Sangihe

120.000,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kab.
Kepulauan
Talaud

120.000,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kab.
Minahasa
Selatan

240.000,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kab.
Minahasa
Tenggara

360.000,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kab. Bolaang
Mongondow
Selatan

120.000,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kota
Tomohon

120.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Poso 480.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab.
Morowali

240.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Banggai
Kepulauan

120.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Tojo
Una-Una

120.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab.
Morowali
Utara

240.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Pinrang 240.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Gowa 240.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab.
Tanatoraja

240.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Luwu 240.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Sinjai 240.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab.
Bulukumba

240.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab.
Bantaeng

240.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab.
Jeneponto

360.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Takalar 240.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab.
Sidenreng
Rappang

120.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab.
Pangkajene
Kepulauan

120.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab.
Soppeng

240.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab.
Enrekang

360.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Luwu
Timur

240.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Toraja
Utara

240.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kota Palopo 120.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kab. Buton 120.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kab.
Bombana

360.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kab. Kolaka
Utara

120.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kab. Konawe 360.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kab. Kolaka
Timur

240.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kab. Buton
Tengah

120.000,00

Provinsi
Maluku

Kab. Pulau
Buru

120.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Maluku

Kab.
Kepulauan
Aru

120.000,00

Provinsi
Maluku

Kab. Seram
Bagian Barat

120.000,00

Provinsi
Bali

Kab.
Buleleng

360.000,00

Provinsi
Bali

Kab. Bangli 240.000,00

Provinsi
Bali

Kab.
Tabanan

360.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kab. Lombok
Barat

360.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kab. Lombok
Timur

600.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kab. Bima 240.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kab.
Sumbawa

360.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kab.
Sumbawa
Barat

360.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kab. Lombok
Utara

120.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Timor
Tengah Utara

240.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Timor
Tengah
Selatan

240.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Alor 240.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Flores
Timur

240.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Ende 240.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab.
Manggarai

240.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Sumba
Timur

120.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Rote
Ndao

240.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab.
Manggarai
Barat

240.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab.
Nagekeo

240.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab.
Manggarai
Timur

360.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Sabu
Raijua

120.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Malaka 120.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kota Kupang 120.000,00

Provinsi
Papua

Kab.
Jayawijaya

240.000,00

Provinsi
Bengkulu

Kab.
Bengkulu
Selatan

120.000,00

Provinsi
Bengkulu

Kab. Rejang
Lebong

120.000,00

Provinsi
Bengkulu

Kab. Seluma 120.000,00

Provinsi
Bengkulu

Kab. Muko-
Muko

240.000,00

Provinsi
Bengkulu

Kab. Lebong 360.000,00

Provinsi
Bengkulu

Kab.
Kepahiang

120.000,00

Provinsi
Bengkulu

Kab.
Bengkulu
Tengah

120.000,00

Provinsi
Maluku
Utara

Kab.
Halmahera
Tengah

120.000,00

Provinsi
Maluku
Utara

Kab.
Halmahera
Selatan

120.000,00



12/7/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kementan.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 48/54

KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Maluku
Utara

Kab.
Halmahera
Timur

120.000,00

Provinsi
Maluku
Utara

Kab. Pulau
Morotai

120.000,00

Provinsi
Maluku
Utara

Kab. Pulau
Taliabu

120.000,00

Provinsi
Banten

Kab.
Pandeglang

360.000,00

Provinsi
Kepulauan
Bangka Beli

Kab. Belitung 240.000,00

Provinsi
Kepulauan
Bangka Beli

Kab. Bangka 120.000,00

Provinsi
Kepulauan
Bangka Beli

Kab. Belitung
Timur

120.000,00

Provinsi
Gorontalo

Kab.
Boalemo

240.000,00

Provinsi
Gorontalo

Kab.
Pohuwato

240.000,00

Provinsi
Gorontalo

Kab. Bone
Bolango

120.000,00

Provinsi
Papua
Barat

Kab.
Manokwari

120.000,00

Provinsi
Papua
Barat

Kab. Fak Fak 120.000,00

Provinsi
Papua
Barat

Kab. Teluk
Bintuni

120.000,00

Provinsi
Papua
Barat

Kab.
Tambrauw

120.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Majene 240.000,00

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Mamuju 240.000,00

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Polewali
Mandar

360.000,00

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Mamasa 240.000,00

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Mamuju
Tengah

120.000,00

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kab.
Bulungan

120.000,00

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kab.
Nunukan

120.000,00

Total 393.889.225,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /
TARGET

SATUAN
SATUAN

BIAYA
ALOKASI 2018

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

01
Meningkatnya Infrastruktur Air Irigasi Mendukung
Produksi Pertanian

393.889.225,00 451.139.631,00 451.139.631,00 451.139.631,00

01.001 Jaringan Irigasi Tersier 134700 Ha 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00

01.001.001 Tanpa Sub Output 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00

01.001.001.051 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier 134.700,00 Ha 1.187,82 160.000.000,00 134.700,00 134.700,00 134.700,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00

01.002 Pengembangan Sumber Air 1071 Unit 120.010.000,00 120.010.000,00 120.010.000,00 120.010.000,00

01.002.U80 Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Timur 1 0,00 0,00 0,00 0,00

01.002.U80.051 Persiapan 0,00 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
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KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /
TARGET

SATUAN
SATUAN

BIAYA
ALOKASI 2018

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

01.002.U80.052 Konstruksi 0,00 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.002.U80.053 Monitoring dan Pelaporan 0,00 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.002.U87 Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Timur 3.795.000,00 3.795.000,00 3.795.000,00 3.795.000,00

01.002.U87.051 Persiapan 23,00 Unit 20.000,00 460.000,00 23,00 23,00 23,00 460.000,00 460.000,00 460.000,00

01.002.U87.052 Konstruksi 23,00 Unit 141.000,00 3.243.000,00 23,00 23,00 23,00 3.243.000,00 3.243.000,00 3.243.000,00

01.002.U87.053 Monitoring dan Pelaporan 23,00 Unit 4.000,00 92.000,00 23,00 23,00 23,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00

01.002.U88 Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah TImur 4.224.000,00 4.224.000,00 4.224.000,00 4.224.000,00

01.002.U88.051 Persiapan 33,00 Unit 15.700,00 518.100,00 33,00 33,00 33,00 518.100,00 518.100,00 518.100,00

01.002.U88.052 Konstruksi 33,00 Unit 108.300,00 3.573.900,00 33,00 33,00 33,00 3.573.900,00 3.573.900,00 3.573.900,00

01.002.U88.053 Monitoring dan Pelaporan 33,00 Unit 4.000,00 132.000,00 33,00 33,00 33,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00

01.002.U89 Irigasi Perpompaan Kecil Wilayah Timur 0,00 0,00 0,00 0,00

01.002.U89.051 Persiapan 0,00 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.002.U89.052 Konstruksi 0,00 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.002.U89.053 Monitoring dan Pelaporan 0,00 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.002.U91 Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Tengah 14.840.000,00 14.840.000,00 14.840.000,00 14.840.000,00

01.002.U91.051 Persiapan 106,00 Unit 17.000,00 1.802.000,00 106,00 106,00 106,00 1.802.000,00 1.802.000,00 1.802.000,00

01.002.U91.052 Konstruksi 106,00 Unit 119.000,00 12.614.000,00 106,00 106,00 106,00 12.614.000,00 12.614.000,00 12.614.000,00

01.002.U91.053 Monitoring dan Pelaporan 106,00 Unit 4.000,00 424.000,00 106,00 106,00 106,00 424.000,00 424.000,00 424.000,00

01.002.U92 Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Tengah 13.230.000,00 13.230.000,00 13.230.000,00 13.230.000,00

01.002.U92.051 Persiapan 126,00 Unit 13.000,00 1.638.000,00 126,00 126,00 126,00 1.638.000,00 1.638.000,00 1.638.000,00

01.002.U92.052 Konstruksi 126,00 Unit 88.000,00 11.088.000,00 126,00 126,00 126,00 11.088.000,00 11.088.000,00 11.088.000,00

01.002.U92.053 Monitoring dan Pelaporan 126,00 Unit 4.000,00 504.000,00 126,00 126,00 126,00 504.000,00 504.000,00 504.000,00

01.002.U93 Irigasi Perpompaan Kecil Wilayah Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00

01.002.U93.051 Persiapan 0,00 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.002.U93.052 Konstruksi 0,00 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.002.U93.053 Monitoring dan Pelaporan 0,00 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.002.U95 Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat 37.846.000,00 37.846.000,00 37.846.000,00 37.846.000,00

01.002.U95.051 Persiapan 298,00 Unit 15.400,00 4.589.200,00 298,00 298,00 298,00 4.589.200,00 4.589.200,00 4.589.200,00

01.002.U95.052 Konstruksi 298,00 Unit 107.600,00 32.064.800,00 298,00 298,00 298,00 32.064.800,00 32.064.800,00 32.064.800,00



12/7/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kementan.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 51/54

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /
TARGET

SATUAN
SATUAN

BIAYA
ALOKASI 2018

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

01.002.U95.053 Monitoring dan Pelaporan 298,00 Unit 4.000,00 1.192.000,00 298,00 298,00 298,00 1.192.000,00 1.192.000,00 1.192.000,00

01.002.U96 Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Barat 46.075.000,00 46.075.000,00 46.075.000,00 46.075.000,00

01.002.U96.051 Persiapan 485,00 Unit 13.000,00 6.305.000,00 485,00 485,00 485,00 6.305.000,00 6.305.000,00 6.305.000,00

01.002.U96.052 Konstruksi 485,00 Unit 78.000,00 37.830.000,00 485,00 485,00 485,00 37.830.000,00 37.830.000,00 37.830.000,00

01.002.U96.053 Monitoring dan Pelaporan 485,00 Unit 4.000,00 1.940.000,00 485,00 485,00 485,00 1.940.000,00 1.940.000,00 1.940.000,00

01.002.U97 Irigasi Perpompaan Kecil Wilayah Barat 0,00 0,00 0,00 0,00

01.002.U97.051 Persiapan 0,00 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.002.U97.052 Konstruksi 0,00 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.002.U97.053 Monitoring dan Pelaporan 0,00 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.003 Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim 500 Unit 62.629.594,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00

01.003.003 Tanpa Sub Output 62.629.594,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00

01.003.003.051 Pembangunan Dam parit/Long Storage 500,00 Unit 125.259,19 62.629.594,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00

01.004 Irigasi Rawa 0 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00

01.004.004 Tanpa Sub Output 0,00 0,00 0,00 0,00

01.004.004.051 Rehabilitasi/Pembangunan Irigasi Rawa 0,00 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.006
Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup
Irigasi Pertanian

12
Bulan
Layanan

3.249.631,00 3.249.631,00 3.249.631,00 3.249.631,00

01.006.001 Tanpa Sub Output 3.249.631,00 3.249.631,00 3.249.631,00 3.249.631,00

01.006.001.051
Pembinaan Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan Lingkup Ditjen PSP

12,00
Bulan
Layanan

270.802,58 3.249.631,00 12,00 12,00 12,00 3.249.631,00 3.249.631,00 3.249.631,00

01.006.001.052
Layanan Operasional Mendukung Pelaksanaan
Jaringan Irigasi Tersier

0,00
Bulan
Layanan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.006.001.053
Layanan Operasional Mendukung Pelaksanaan
Kegiatan Pengembangan Sumber Air

0,00
Bulan
Layanan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.006.001.054
Layanan Operasional Mendukung Pelaksanaan
Kegiatan Embung Pertanian

0,00
Bulan
Layanan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.006.001.055
Layanan Operasional Mendukung Pelaksanaan
Kegiatan Irigasi Rawa

0,00
Bulan
Layanan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.007 Pembangunan Embung Pertanian 400 Unit 48.000.000,00 47.880.000,00 47.880.000,00 47.880.000,00

01.007.001 Tanpa Sub Output 48.000.000,00 47.880.000,00 47.880.000,00 47.880.000,00

01.007.001.051 Pembangunan Embung Pertanian 400,00 Unit 120.000,00 48.000.000,00 400,00 400,00 401,00 47.880.000,00 47.880.000,00 47.880.000,00
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KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /
TARGET

SATUAN
SATUAN

BIAYA
ALOKASI 2018

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Total 393.889.225,00 - - - 451.139.631,00 451.139.631,00 451.139.631,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAH
PINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN

01 Meningkatnya Infrastruktur Air Irigasi Mendukung Produksi Pertanian 393.889.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393.889.225,00

01.001 Jaringan Irigasi Tersier 160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00

01.001.001 Tanpa Sub Output 160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00

01.001.001.051 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Utama 160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00

01.002 Pengembangan Sumber Air 120.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.010.000,00

01.002.U80 Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Timur 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.002.U80.051 Persiapan Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.002.U80.052 Konstruksi Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.002.U80.053 Monitoring dan Pelaporan Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.002.U87 Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Timur 3.795.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.795.000,00

01.002.U87.051 Persiapan Utama 460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.000,00

01.002.U87.052 Konstruksi Utama 3.243.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.243.000,00

01.002.U87.053 Monitoring dan Pelaporan Utama 92.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00

01.002.U88 Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah TImur 4.224.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.224.000,00

01.002.U88.051 Persiapan Utama 518.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518.100,00

01.002.U88.052 Konstruksi Utama 3.573.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.573.900,00

01.002.U88.053 Monitoring dan Pelaporan Utama 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00

01.002.U89 Irigasi Perpompaan Kecil Wilayah Timur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.002.U89.051 Persiapan Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.002.U89.052 Konstruksi Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.002.U89.053 Monitoring dan Pelaporan Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.002.U91 Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Tengah 14.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.840.000,00

01.002.U91.051 Persiapan Utama 1.802.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.802.000,00

C. SUMBER PENDANAAN
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KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAH
PINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN

01.002.U91.052 Konstruksi Utama 12.614.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.614.000,00

01.002.U91.053 Monitoring dan Pelaporan Utama 424.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.000,00

01.002.U92 Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Tengah 13.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.230.000,00

01.002.U92.051 Persiapan Utama 1.638.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.638.000,00

01.002.U92.052 Konstruksi Utama 11.088.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.088.000,00

01.002.U92.053 Monitoring dan Pelaporan Utama 504.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504.000,00

01.002.U93 Irigasi Perpompaan Kecil Wilayah Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.002.U93.051 Persiapan Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.002.U93.052 Konstruksi Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.002.U93.053 Monitoring dan Pelaporan Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.002.U95 Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat 37.846.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.846.000,00

01.002.U95.051 Persiapan Utama 4.589.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.589.200,00

01.002.U95.052 Konstruksi Utama 32.064.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.064.800,00

01.002.U95.053 Monitoring dan Pelaporan Utama 1.192.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.192.000,00

01.002.U96 Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Barat 46.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.075.000,00

01.002.U96.051 Persiapan Utama 6.305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.305.000,00

01.002.U96.052 Konstruksi Utama 37.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.830.000,00

01.002.U96.053 Monitoring dan Pelaporan Utama 1.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.940.000,00

01.002.U97 Irigasi Perpompaan Kecil Wilayah Barat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.002.U97.051 Persiapan Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.002.U97.052 Konstruksi Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.002.U97.053 Monitoring dan Pelaporan Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.003 Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim 62.629.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.629.594,00

01.003.003 Tanpa Sub Output 62.629.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.629.594,00

01.003.003.051 Pembangunan Dam parit/Long Storage Utama 62.629.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.629.594,00

01.004 Irigasi Rawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.004.004 Tanpa Sub Output 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.004.004.051 Rehabilitasi/Pembangunan Irigasi Rawa Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.006 Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Irigasi Pertanian 3.249.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.249.631,00
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KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAH
PINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN

01.006.001 Tanpa Sub Output 3.249.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.249.631,00

01.006.001.051
Pembinaan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Ditjen
PSP

Utama 3.249.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.249.631,00

01.006.001.052 Layanan Operasional Mendukung Pelaksanaan Jaringan Irigasi Tersier Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.006.001.053
Layanan Operasional Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan
Sumber Air

Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.006.001.054 Layanan Operasional Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Embung Pertanian Pendukung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.006.001.055 Layanan Operasional Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Irigasi Rawa Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.007 Pembangunan Embung Pertanian 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00

01.007.001 Tanpa Sub Output 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00

01.007.001.051 Pembangunan Embung Pertanian Utama 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00

Total 393.889.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393.889.225,00

Jakarta, 07 December 2017  
a/n Menteri/ Kepala Lembaga 

NIP.
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REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
TARGET

2018
ALOKASI 2018

(RIBU)

02
Meningkatnya luasan areal pertanian, pengoptimalan lahan, dan mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian serta mendorong peningkatan status kepemilikan
lahan petani dan mengevaluasi pemanfaatan serti�kat tanah petani

594.572.366,00

02.01 Jumlah Cetak sawah 12000

02.02 Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Lahan Sub Optimal 51250

02.03 Jumlah Optimasi Lahan Sawah Organik 40000

02.04 Jumlah Dokumen Survei Investigasi dan Desain 19

Total 594.572.366,00

KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

02

Meningkatnya luasan areal pertanian,
pengoptimalan lahan, dan
mengendalikan laju alih fungsi lahan
pertanian ke non pertanian serta
mendorong peningkatan status
kepemilikan lahan petani dan
mengevaluasi pemanfaatan serti�kat
tanah petani

594.572.366,00

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PERTANIAN

:2. PROGRAM 11 - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

:3. SASARAN PROGRAM 01 - Penambahan Luas Pertanaman

:4. KEGIATAN 1795 - Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

02.001 Cetak Sawah

Meningkatkan
Produktivitas
Rakyat dan
Daya Saing di
Pasar
Internasional

Ketahanan
Pangan

Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Pertanian
(termasuk
irigasi)

Perluasan
lahan
pertanian

Cetak
sawah

tidak 226.552.000,00

02.001.001 Tanpa Sub Output 226.552.000,00

051 - Penyusunan Dokumen
Lingkungan Kegiatan Cetak Sawah

1.360.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Provinsi Jawa
Barat

40.000,00

Provinsi
Aceh

Provinsi
Nanggroe Aceh
Darussalam

80.000,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Provinsi
Sumatera Barat

60.000,00

Provinsi
Jambi

Provinsi Jambi 100.000,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Provinsi
Sumatera
Selatan

180.000,00

Provinsi
Lampung

Provinsi
Lampung

80.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Provinsi
Kalimantan
Barat

80.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Provinsi
Kalimantan
Tengah

40.000,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Provinsi
Kalimantan
Selatan

40.000,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Provinsi
Sulawesi Utara

80.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Provinsi
Sulawesi
Tengah

100.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Provinsi
Sulawesi
Selatan

80.000,00

Provinsi
Maluku

Provinsi Maluku 40.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

20.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

60.000,00

Provinsi
Papua

Provinsi Papua 60.000,00

Provinsi
Bengkulu

Provinsi
Bengkulu

20.000,00

Provinsi
Maluku
Utara

Provinsi Maluku
Utara

60.000,00

Provinsi
Kepulauan
Riau

Provinsi
Kepulauan Riau

40.000,00

Provinsi
Papua
Barat

Provinsi Papua
Barat

60.000,00

Provinsi
Sulawesi
Barat

Provinsi Prop.
Sulawesi Barat

40.000,00

052 - Konstruksi Cetak Sawah 199.200.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab.
Tasikmalaya

1.600.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab.
Pangandaran

1.600.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh Utara 1.600.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh
Selatan

1.600.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh Jaya 1.600.000,00

Provinsi
Aceh

Kota
Sumbulussalam

1.600.000,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab. Limapuluh
Kota

1.600.000,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab. Solok
Selatan

1.600.000,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab. Pasaman
Barat

4.800.000,00

Provinsi
Jambi

Kab. Batanghari 2.400.000,00

Provinsi
Jambi

Kab. Tanjung
Jabung Barat

2.400.000,00

Provinsi
Jambi

Kab.
Sarolangun

1.600.000,00

Provinsi
Jambi

Kab. Merangin 1.600.000,00

Provinsi
Jambi

Kab. Tanjung
Jabung Timur

1.600.000,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Musi
Banyu Asin

4.800.000,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Ogan
Komering Ilir

8.000.000,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Oku Timur 8.000.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Lampung

Kab. Tulang
Bawang

8.000.000,00

Provinsi
Lampung

Kab. Mesuji 8.000.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Sanggau 3.200.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Landak 1.600.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Melawi 1.600.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Sekadau 1.600.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Kapuas 3.200.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Pulang
Pisau

3.200.000,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kab. Banjar 1.600.000,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kab. Balangan 1.600.000,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kab. Bolaang
Mongondow

3.200.000,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kab. Minahasa
Selatan

1.600.000,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kab. Minahasa
Tenggara

1.600.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kab. Bolaang
Mongondow
Utara

1.600.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Poso 1.600.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Toli-Toli 1.600.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Banggai 3.200.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Parigi
Moutong

1.600.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Morowali
Utara

3.200.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Wajo 8.000.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Bone 8.000.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Luwu 3.200.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Luwu
Timur

4.800.000,00

Provinsi
Maluku

Kab. Maluku
Tengah

1.900.000,00

Provinsi
Maluku

Kab. Pulau Buru 5.700.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kab. Sumbawa 3.200.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Kupang 3.200.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Manggarai 1.600.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Manggarai
Barat

1.600.000,00

Provinsi
Papua

Kab. Merauke 15.200.000,00

Provinsi
Papua

Kab. Nabire 3.800.000,00

Provinsi
Bengkulu

Kab. Muko-
Muko

6.400.000,00

Provinsi
Maluku
Utara

Kab. Halmahera
Tengah

1.900.000,00

Provinsi
Maluku
Utara

Kab. Halmahera
Utara

2.850.000,00

Provinsi
Maluku
Utara

Kab. Halmahera
Timur

2.850.000,00

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Natuna 3.200.000,00

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Lingga 3.200.000,00

Provinsi
Papua
Barat

Kab.
Manokwari

5.700.000,00

Provinsi
Papua
Barat

Kab. Teluk
Wondama

2.850.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Papua
Barat

Kab. Tambrauw 2.850.000,00

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Mamuju 3.200.000,00

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Polewali
Mandar

3.200.000,00

053 - Penyediaan Saprodi Cetak
Sawah

24.000.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab.
Tasikmalaya

200.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab.
Pangandaran

200.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh Utara 200.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh
Selatan

200.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh Jaya 200.000,00

Provinsi
Aceh

Kota
Sumbulussalam

200.000,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab. Limapuluh
Kota

200.000,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab. Solok
Selatan

200.000,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab. Pasaman
Barat

600.000,00

Provinsi
Jambi

Kab. Batanghari 300.000,00

Provinsi
Jambi

Kab. Tanjung
Jabung Barat

300.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Jambi

Kab.
Sarolangun

200.000,00

Provinsi
Jambi

Kab. Merangin 200.000,00

Provinsi
Jambi

Kab. Tanjung
Jabung Timur

200.000,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Musi
Banyu Asin

600.000,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Ogan
Komering Ilir

1.000.000,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Oku Timur 1.000.000,00

Provinsi
Lampung

Kab. Tulang
Bawang

1.000.000,00

Provinsi
Lampung

Kab. Mesuji 1.000.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Sanggau 400.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Landak 200.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Melawi 200.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Sekadau 200.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Kapuas 400.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Pulang
Pisau

400.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kab. Banjar 200.000,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kab. Balangan 200.000,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kab. Bolaang
Mongondow

400.000,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kab. Minahasa
Selatan

200.000,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kab. Minahasa
Tenggara

200.000,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kab. Bolaang
Mongondow
Utara

200.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Poso 200.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Toli-Toli 200.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Banggai 400.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Parigi
Moutong

200.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Morowali
Utara

400.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Wajo 1.000.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Bone 1.000.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Luwu 400.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Luwu
Timur

600.000,00

Provinsi
Maluku

Kab. Maluku
Tengah

200.000,00

Provinsi
Maluku

Kab. Pulau Buru 600.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kab. Sumbawa 400.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Kupang 400.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Manggarai 200.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Manggarai
Barat

200.000,00

Provinsi
Papua

Kab. Merauke 1.600.000,00

Provinsi
Papua

Kab. Nabire 400.000,00

Provinsi
Bengkulu

Kab. Muko-
Muko

800.000,00

Provinsi
Maluku
Utara

Kab. Halmahera
Tengah

200.000,00

Provinsi
Maluku
Utara

Kab. Halmahera
Utara

300.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Maluku
Utara

Kab. Halmahera
Timur

300.000,00

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Natuna 400.000,00

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Lingga 400.000,00

Provinsi
Papua
Barat

Kab.
Manokwari

600.000,00

Provinsi
Papua
Barat

Kab. Teluk
Wondama

300.000,00

Provinsi
Papua
Barat

Kab. Tambrauw 300.000,00

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Mamuju 400.000,00

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Polewali
Mandar

400.000,00

054 - Pengawasan Kegiatan Cetak
Sawah

1.992.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab.
Tasikmalaya

16.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab.
Pangandaran

16.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh Utara 16.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh
Selatan

16.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh Jaya 16.000,00

Provinsi
Aceh

Kota
Sumbulussalam

16.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab. Limapuluh
Kota

16.000,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab. Solok
Selatan

16.000,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab. Pasaman
Barat

48.000,00

Provinsi
Jambi

Kab. Batanghari 24.000,00

Provinsi
Jambi

Kab. Tanjung
Jabung Barat

24.000,00

Provinsi
Jambi

Kab.
Sarolangun

16.000,00

Provinsi
Jambi

Kab. Merangin 16.000,00

Provinsi
Jambi

Kab. Tanjung
Jabung Timur

16.000,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Musi
Banyu Asin

48.000,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Ogan
Komering Ilir

80.000,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Oku Timur 80.000,00

Provinsi
Lampung

Kab. Tulang
Bawang

80.000,00

Provinsi
Lampung

Kab. Mesuji 80.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Sanggau 32.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Landak 16.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Melawi 16.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Sekadau 16.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Kapuas 32.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Pulang
Pisau

32.000,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kab. Banjar 16.000,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kab. Balangan 16.000,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kab. Bolaang
Mongondow

32.000,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kab. Minahasa
Selatan

16.000,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kab. Minahasa
Tenggara

16.000,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kab. Bolaang
Mongondow
Utara

16.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Poso 16.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Toli-Toli 16.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Banggai 32.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Parigi
Moutong

16.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Morowali
Utara

32.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Wajo 80.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Bone 80.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Luwu 32.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Luwu
Timur

48.000,00

Provinsi
Maluku

Kab. Maluku
Tengah

19.000,00

Provinsi
Maluku

Kab. Pulau Buru 57.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kab. Sumbawa 32.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Kupang 32.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Manggarai 16.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Manggarai
Barat

16.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Papua

Kab. Merauke 152.000,00

Provinsi
Papua

Kab. Nabire 38.000,00

Provinsi
Bengkulu

Kab. Muko-
Muko

64.000,00

Provinsi
Maluku
Utara

Kab. Halmahera
Tengah

19.000,00

Provinsi
Maluku
Utara

Kab. Halmahera
Utara

28.500,00

Provinsi
Maluku
Utara

Kab. Halmahera
Timur

28.500,00

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Natuna 32.000,00

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Lingga 32.000,00

Provinsi
Papua
Barat

Kab.
Manokwari

57.000,00

Provinsi
Papua
Barat

Kab. Teluk
Wondama

28.500,00

Provinsi
Papua
Barat

Kab. Tambrauw 28.500,00

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Mamuju 32.000,00

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Polewali
Mandar

32.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

02.003 Prasertipikasi Lahan Pertanian
Pembangunan
wilayah

Reforma
Agraria

Penataan
Penguasaan
dan
Pemilikan
Tanah Obyek
Reforma
Agraria

Identi�kasi
dan
Legalisasi
Aset Tanah
Milik
Masyarakat
Miskin

tidak 0,00

02.004 Optimasi Lahan tidak 306.023.500,00

02.004.001 Optimasi Lahan Sub Optimal 206.023.500,00

051 - Penyiapan Lahan dan
Penyediaan Saprodi Optimasi
Lahan Rawa

206.023.500,00

Provinsi
Jambi

Kab. Batanghari 804.000,00

Provinsi
Jambi

Kab. Tanjung
Jabung Barat

4.020.000,00

Provinsi
Jambi

Kab. Kerinci 402.000,00

Provinsi
Jambi

Kab. Tanjung
Jabung Timur

4.020.000,00

Provinsi
Jambi

Kab. Tebo 603.000,00

Provinsi
Jambi

Kota Sungai
Penuh

402.000,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Musi
Banyu Asin

4.020.000,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Ogan
Komering Ilir

40.199.250,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Banyuasin 16.080.000,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Ogan Ilir 40.199.250,00

Provinsi
Lampung

Kab. Lampung
Tengah

4.020.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Lampung

Kab. Tulang
Bawang

8.040.000,00

Provinsi
Lampung

Kab. Mesuji 10.050.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab.
Mempawah

4.020.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Ketapang 1.005.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Kayong
Utara

1.005.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Kapuas 2.010.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Pulang
Pisau

6.030.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Barito
Timur

6.030.000,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kab. Tanah
Laut

6.030.000,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kab. Hulu
Sungai Selatan

1.608.000,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kab. Hulu
Sungai Tengah

2.010.000,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kab. Tabalong 402.000,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kab. Kotabaru 4.020.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kab. Hulu
Sungai Utara

8.040.000,00

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kab. Penajam
Paser Utara

6.030.000,00

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kab. Kutai
Kertanegara

402.000,00

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Beli

Kab. Belitung 804.000,00

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Beli

Kab. Bangka 2.613.000,00

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Beli

Kab. Bangka
Barat

2.814.000,00

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Beli

Kab. Bangka
Tengah

402.000,00

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Beli

Kab. Bangka
Selatan

15.678.000,00

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Beli

Kab. Belitung
Timur

2.211.000,00

02.004.002 Optimasi Lahan Sawah Organik 100.000.000,00

051 - Penyediaan Saprodi Lahan
Sawah Organik

100.000.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Kapuas 1.250.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Barito
Utara

625.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Barito
Selatan

20.000.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab.
Kotawaringin
Timur

12.500.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Katingan 3.750.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Seruyan 5.000.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Gunung
Mas

4.375.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Pulang
Pisau

46.250.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Barito
Timur

6.250.000,00

02.005 Fasilitasi Teknis FMSRB tidak 0,00

02.006 Survei Investigasi dan Desain tidak 47.325.000,00

02.006.001 Tanpa Sub Output 47.325.000,00

051 - Survey dan Investigasi CPCL 17.800.000,00

Provinsi DI
Yogyakarta

Provinsi Di
Yogyakarta

40.000,00

Provinsi
Aceh

Provinsi
Nanggroe Aceh
Darussalam

1.200.000,00

Provinsi
Riau

Provinsi Riau 300.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sumatera
Selatan

Provinsi
Sumatera
Selatan

2.000.000,00

Provinsi
Lampung

Provinsi
Lampung

600.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Provinsi
Kalimantan
Barat

3.000.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Provinsi
Kalimantan
Tengah

1.500.000,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Provinsi
Kalimantan
Selatan

1.000.000,00

Provinsi
Kalimantan
Timur

Provinsi
Kalimantan
Timur

600.000,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Provinsi
Sulawesi Utara

600.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Provinsi
Sulawesi
Tengah

560.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Provinsi
Sulawesi
Selatan

1.000.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

1.000.000,00

Provinsi
Maluku

Provinsi Maluku 1.000.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

1.000.000,00

Provinsi
Bengkulu

Provinsi
Bengkulu

300.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Beli

Provinsi Bangka
Belitung

500.000,00

Provinsi
Kepulauan
Riau

Provinsi
Kepulauan Riau

800.000,00

Provinsi
Kalimantan
Utara

Provinsi
Kalimantan
Utara

800.000,00

052 - Desain Perluasan Sawah 26.700.000,00

Provinsi DI
Yogyakarta

Provinsi Di
Yogyakarta

60.000,00

Provinsi
Aceh

Provinsi
Nanggroe Aceh
Darussalam

1.800.000,00

Provinsi
Riau

Provinsi Riau 450.000,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Provinsi
Sumatera
Selatan

3.000.000,00

Provinsi
Lampung

Provinsi
Lampung

900.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Provinsi
Kalimantan
Barat

4.500.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Provinsi
Kalimantan
Tengah

2.250.000,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Provinsi
Kalimantan
Selatan

1.500.000,00

Provinsi
Kalimantan
Timur

Provinsi
Kalimantan
Timur

900.000,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Provinsi
Sulawesi Utara

900.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Provinsi
Sulawesi
Tengah

840.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Provinsi
Sulawesi
Selatan

1.500.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

1.500.000,00

Provinsi
Maluku

Provinsi Maluku 1.500.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

1.500.000,00

Provinsi
Bengkulu

Provinsi
Bengkulu

450.000,00

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Beli

Provinsi Bangka
Belitung

750.000,00

Provinsi
Kepulauan
Riau

Provinsi
Kepulauan Riau

1.200.000,00

Provinsi
Kalimantan
Utara

Provinsi
Kalimantan
Utara

1.200.000,00

053 - Persiapan dan Pengawasan
Survey, Investigasi CPCL dan
Desain Perluasan Sawah

2.825.000,00

Provinsi DI
Yogyakarta

Provinsi Di
Yogyakarta

59.000,00

Provinsi
Aceh

Provinsi
Nanggroe Aceh
Darussalam

175.000,00

Provinsi
Riau

Provinsi Riau 85.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sumatera
Selatan

Provinsi
Sumatera
Selatan

255.000,00

Provinsi
Lampung

Provinsi
Lampung

115.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Provinsi
Kalimantan
Barat

355.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Provinsi
Kalimantan
Tengah

205.000,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Provinsi
Kalimantan
Selatan

155.000,00

Provinsi
Kalimantan
Timur

Provinsi
Kalimantan
Timur

115.000,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Provinsi
Sulawesi Utara

115.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Provinsi
Sulawesi
Tengah

111.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Provinsi
Sulawesi
Selatan

155.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

155.000,00

Provinsi
Maluku

Provinsi Maluku 155.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

155.000,00

Provinsi
Bengkulu

Provinsi
Bengkulu

85.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Beli

Provinsi Bangka
Belitung

105.000,00

Provinsi
Kepulauan
Riau

Provinsi
Kepulauan Riau

135.000,00

Provinsi
Kalimantan
Utara

Provinsi
Kalimantan
Utara

135.000,00

02.007
Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan
Lingkup Perluasan dan Perlindungan
Lahan Pertanian

tidak 14.671.866,00

02.007.001 Tanpa Sub Output 14.671.866,00

051 - Pembinaan Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Lingkup Ditjen PSP

10.201.026,00

Pusat Pusat 10.201.026,00

052 - Layanan Operasional
Mendukung Pelaksanaan Kegiatan
Cetak Sawah

4.470.840,00

Provinsi
Jawa Barat

Provinsi Jawa
Barat

50.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab.
Tasikmalaya

55.320,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab.
Pangandaran

55.320,00

Provinsi
Aceh

Provinsi
Nanggroe Aceh
Darussalam

50.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh Utara 55.320,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh
Selatan

55.320,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh Jaya 55.320,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Aceh

Kota
Sumbulussalam

55.320,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Provinsi
Sumatera Barat

50.000,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab. Limapuluh
Kota

55.320,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab. Solok
Selatan

55.320,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab. Pasaman
Barat

55.320,00

Provinsi
Jambi

Provinsi Jambi 50.000,00

Provinsi
Jambi

Kab. Batanghari 55.320,00

Provinsi
Jambi

Kab. Tanjung
Jabung Barat

55.320,00

Provinsi
Jambi

Kab.
Sarolangun

55.320,00

Provinsi
Jambi

Kab. Merangin 55.320,00

Provinsi
Jambi

Kab. Tanjung
Jabung Timur

55.320,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Provinsi
Sumatera
Selatan

100.000,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Musi
Banyu Asin

55.320,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Ogan
Komering Ilir

55.320,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Oku Timur 55.320,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Lampung

Provinsi
Lampung

100.000,00

Provinsi
Lampung

Kab. Tulang
Bawang

57.060,00

Provinsi
Lampung

Kab. Mesuji 57.060,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Provinsi
Kalimantan
Barat

50.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Sanggau 55.320,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Landak 55.320,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Melawi 55.320,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Sekadau 55.320,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Provinsi
Kalimantan
Tengah

50.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Kapuas 55.320,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Pulang
Pisau

55.320,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Provinsi
Kalimantan
Selatan

50.000,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kab. Banjar 55.320,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kab. Balangan 55.320,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Provinsi
Sulawesi Utara

50.000,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kab. Bolaang
Mongondow

55.320,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kab. Minahasa
Selatan

55.320,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kab. Minahasa
Tenggara

55.320,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kab. Bolaang
Mongondow
Utara

55.320,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Provinsi
Sulawesi
Tengah

50.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Poso 55.320,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Toli-Toli 55.320,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Banggai 55.320,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Parigi
Moutong

55.320,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Morowali
Utara

55.320,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Provinsi
Sulawesi
Selatan

100.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Wajo 57.060,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Bone 55.320,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Luwu 55.320,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Luwu
Timur

55.320,00

Provinsi
Maluku

Provinsi Maluku 50.000,00

Provinsi
Maluku

Kab. Maluku
Tengah

55.320,00

Provinsi
Maluku

Kab. Pulau Buru 55.320,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

50.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kab. Sumbawa 55.320,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

50.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Kupang 55.320,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Manggarai 55.320,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Manggarai
Barat

55.320,00

Provinsi
Papua

Provinsi Papua 50.000,00

Provinsi
Papua

Kab. Merauke 57.060,00

Provinsi
Papua

Kab. Nabire 55.320,00

Provinsi
Bengkulu

Provinsi
Bengkulu

50.000,00

Provinsi
Bengkulu

Kab. Muko-
Muko

55.320,00

Provinsi
Maluku
Utara

Provinsi Maluku
Utara

50.000,00

Provinsi
Maluku
Utara

Kab. Halmahera
Tengah

55.320,00

Provinsi
Maluku
Utara

Kab. Halmahera
Utara

55.320,00

Provinsi
Maluku
Utara

Kab. Halmahera
Timur

55.320,00

Provinsi
Kepulauan
Riau

Provinsi
Kepulauan Riau

50.000,00

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Natuna 55.320,00

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Lingga 55.320,00

Provinsi
Papua
Barat

Provinsi Papua
Barat

50.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Papua
Barat

Kab.
Manokwari

55.320,00

Provinsi
Papua
Barat

Kab. Teluk
Wondama

55.320,00

Provinsi
Papua
Barat

Kab. Tambrauw 55.320,00

Provinsi
Sulawesi
Barat

Provinsi Prop.
Sulawesi Barat

50.000,00

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Mamuju 55.320,00

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Polewali
Mandar

55.320,00

053 - Layanan Operasional
Mendukung Pelaksanaan Kegiatan
Optimasi Lahan

0,00

02.008 Optimasi Lahan Pasca Cetak Sawah
Ketahanan
Pangan

Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Pertanian
(termasuk
irigasi)

Perluasan
lahan
pertanian

Optimasi
lahan

tidak 0,00

02.009
Insentif Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (PLP2B)

tidak 0,00

02.009.001 Tanpa Sub Output 0,00

051 - Insentif Perlindungan Lahan
Pertanian Berkelanjutan

0,00

Total 594.572.366,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME
/ TARGET

SATUAN SATUAN
BIAYA

ALOKASI 2018
(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
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2019 2020 2021 2019 2020 2021KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME
/ TARGET

SATUAN SATUAN
BIAYA

ALOKASI 2018
(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021
02

Meningkatnya luasan areal pertanian, pengoptimalan lahan,
dan mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non
pertanian serta mendorong peningkatan status kepemilikan
lahan petani dan mengevaluasi pemanfaatan serti�kat tanah
petani

594.572.366,00 594.572.366,00 594.572.366,00 594.572.366,00

02.001 Cetak Sawah 12000 Ha 226.552.000,00 226.552.000,00 226.552.000,00 226.552.000,00

02.001.001 Tanpa Sub Output 226.552.000,00 226.552.000,00 226.552.000,00 226.552.000,00

02.001.001.051
Penyusunan Dokumen Lingkungan Kegiatan Cetak
Sawah

68,00 dokumen 20.000,00 1.360.000,00 68,00 68,00 68,00 1.360.000,00 1.360.000,00 1.360.000,00

02.001.001.052 Konstruksi Cetak Sawah 12.000,00 Ha 16.600,00 199.200.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 199.200.000,00 199.200.000,00 199.200.000,00

02.001.001.053 Penyediaan Saprodi Cetak Sawah 12.000,00 Ha 2.000,00 24.000.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00

02.001.001.054 Pengawasan Kegiatan Cetak Sawah 59,00 Kegiatan 33.762,71 1.992.000,00 59,00 59,00 59,00 1.992.000,00 1.992.000,00 1.992.000,00

02.003 Prasertipikasi Lahan Pertanian 0 Persil 0,00 0,00 0,00 0,00

02.004 Optimasi Lahan 91250 Ha 306.023.500,00 306.023.500,00 306.023.500,00 306.023.500,00

02.004.001 Optimasi Lahan Sub Optimal 206.023.500,00 206.023.500,00 206.023.500,00 206.023.500,00

02.004.001.051
Penyiapan Lahan dan Penyediaan Saprodi Optimasi
Lahan Rawa

51.250,00 4.019,97 206.023.500,00 51.250,00 51.250,00 51.250,00 206.023.500,00 206.023.500,00 206.023.500,00

02.004.002 Optimasi Lahan Sawah Organik 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

02.004.002.051 Penyediaan Saprodi Lahan Sawah Organik 40.000,00 Ha 2.500,00 100.000.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

02.005 Fasilitasi Teknis FMSRB 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00

02.006 Survei Investigasi dan Desain 19 Dokumen 47.325.000,00 47.325.000,00 47.325.000,00 47.325.000,00

02.006.001 Tanpa Sub Output 47.325.000,00 47.325.000,00 47.325.000,00 47.325.000,00

02.006.001.051 Survey dan Investigasi CPCL 19,00 Dokumen 936.842,11 17.800.000,00 19,00 19,00 19,00 17.800.000,00 17.800.000,00 17.800.000,00

02.006.001.052 Desain Perluasan Sawah 19,00 Dokumen 1.405.263,16 26.700.000,00 19,00 19,00 19,00 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00

02.006.001.053
Persiapan dan Pengawasan Survey, Investigasi CPCL
dan Desain Perluasan Sawah

19,00 Kegiatan 148.684,21 2.825.000,00 19,00 19,00 19,00 2.825.000,00 2.825.000,00 2.825.000,00

02.007
Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Perluasan
dan Perlindungan Lahan Pertanian

12
Bulan
Layanan

14.671.866,00 14.671.866,00 14.671.866,00 14.671.866,00

02.007.001 Tanpa Sub Output 14.671.866,00 14.671.866,00 14.671.866,00 14.671.866,00

02.007.001.051
Pembinaan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Lingkup Ditjen PSP

12,00
Bulan
Layanan

850.085,50 10.201.026,00 12,00 12,00 12,00 10.201.026,00 10.201.026,00 10.201.026,00

02.007.001.052
Layanan Operasional Mendukung Pelaksanaan
Kegiatan Cetak Sawah

19,00
Bulan
Layanan

235.307,37 4.470.840,00 19,00 19,00 19,00 4.470.840,00 4.470.840,00 4.470.840,00

02.007.001.053
Layanan Operasional Mendukung Pelaksanaan
Kegiatan Optimasi Lahan

0,00
Bulan
Layanan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



12/7/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kementan.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 33/34

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME
/ TARGET

SATUAN SATUAN
BIAYA

ALOKASI 2018
(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

02.008 Optimasi Lahan Pasca Cetak Sawah 0 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00

02.009
Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (PLP2B)

0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00

02.009.001 Tanpa Sub Output 0,00 0,00 0,00 0,00

02.009.001.051 Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan 0,00 paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 594.572.366,00 - - - 594.572.366,00 594.572.366,00 594.572.366,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAH
PINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN

02

Meningkatnya luasan areal pertanian, pengoptimalan lahan, dan mengendalikan
laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian serta mendorong peningkatan
status kepemilikan lahan petani dan mengevaluasi pemanfaatan serti�kat tanah
petani

589.342.366,00 0,00 5.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594.572.366,00

02.001 Cetak Sawah 226.552.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.552.000,00

02.001.001 Tanpa Sub Output 226.552.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.552.000,00

02.001.001.051 Penyusunan Dokumen Lingkungan Kegiatan Cetak Sawah Utama 1.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.360.000,00

02.001.001.052 Konstruksi Cetak Sawah Utama 199.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.200.000,00

02.001.001.053 Penyediaan Saprodi Cetak Sawah Utama 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00

02.001.001.054 Pengawasan Kegiatan Cetak Sawah Pendukung 1.992.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.992.000,00

02.003 Prasertipikasi Lahan Pertanian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.004 Optimasi Lahan 306.023.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.023.500,00

02.004.001 Optimasi Lahan Sub Optimal 206.023.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.023.500,00

02.004.001.051 Penyiapan Lahan dan Penyediaan Saprodi Optimasi Lahan Rawa 206.023.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.023.500,00

02.004.002 Optimasi Lahan Sawah Organik 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

02.004.002.051 Penyediaan Saprodi Lahan Sawah Organik Utama 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

02.005 Fasilitasi Teknis FMSRB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.006 Survei Investigasi dan Desain 47.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.325.000,00

02.006.001 Tanpa Sub Output 47.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.325.000,00

C. SUMBER PENDANAAN
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KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAH
PINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN

02.006.001.051 Survey dan Investigasi CPCL Utama 17.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.800.000,00

02.006.001.052 Desain Perluasan Sawah Utama 26.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.700.000,00

02.006.001.053
Persiapan dan Pengawasan Survey, Investigasi CPCL dan Desain
Perluasan Sawah

Pendukung 2.825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.825.000,00

02.007
Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Perluasan dan Perlindungan
Lahan Pertanian

9.441.866,00 0,00 5.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.671.866,00

02.007.001 Tanpa Sub Output 9.441.866,00 0,00 5.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.671.866,00

02.007.001.051
Pembinaan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup
Ditjen PSP

Utama 4.971.026,00 0,00 5.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.201.026,00

02.007.001.052 Layanan Operasional Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Cetak Sawah Utama 4.470.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.470.840,00

02.007.001.053 Layanan Operasional Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Optimasi Lahan Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.008 Optimasi Lahan Pasca Cetak Sawah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.009 Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.009.001 Tanpa Sub Output 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.009.001.051 Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 589.342.366,00 0,00 5.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594.572.366,00

Jakarta, 07 December 2017  
a/n Menteri/ Kepala Lembaga 

NIP.
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REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)

03 Meningkatnya pemanfaatan alat dan mesin pertanian 3.676.938.437,00

03.01 Jumlah Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen 112525

Total 3.676.938.437,00

KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS
DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN

/ KOTA

03
Meningkatnya pemanfaatan alat dan mesin
pertanian

3.676.938.437,00

03.001 Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen
Ketahanan
Pangan

Pembangunan Sarana
dan Prasarana Pertanian
(termasuk irigasi)

Alat dan
mesin
pertanian

Bantuan alat dan
mesin pertanian
pra panen padi

tidak 3.649.539.747,00

03.001.001
Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub
Sektor Tanaman Pangan

3.576.777.257,00

051 - Penyediaan Alsintan Pra Panen
Sub Sektor Tanaman Pangan

3.576.777.257,00

Pusat Pusat 3.576.777.257,00

052 - Penyaluran Alsintan Pra Panen
Sub Sektor Tanaman Pangan

0,00

Pusat Pusat 0,00

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PERTANIAN

:2. PROGRAM 11 - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

:3. SASARAN PROGRAM 01 - Penambahan Luas Pertanaman

:4. KEGIATAN 1796 - Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Direktorat Alat dan Mesin Pertanian

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS
DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN

/ KOTA

03.001.002
Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub
Sektor Hortikultura

72.762.490,00

051 - Penyediaan Alsintan Pra Panen
Sub Sektor Hortikultura

72.762.490,00

Pusat Pusat 72.762.490,00

052 - Penyaluran Alsintan Pra panen
Sub Sektor Hortikultura

0,00

03.001.003
Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub
Sektor Perkebunan

0,00

051 - Penyediaan Alsintan Pra panen
Sub Sektor Perkebunan

0,00

052 - Penyaluran Alsintan Pra Panen
Sub Sektor Perkebunan

0,00

03.001.004
Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub
Sektor Peternakan

0,00

051 - Penyediaan Alsintan Pra panen
Sub Sektor Peternakan

0,00

052 - Penyaluran Alsintan Pra panen
Sub Sektor Peternakan

0,00

03.002
Fasilitasi Teknis dan Dukungan Pengelolaan
Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat
Mesin Pertanian

tidak 27.398.690,00

03.002.001 Tanpa Sub Output 27.398.690,00

051 - Pembinaan Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Lingkup Ditjen PSP

0,00

052 - Layanan Operasional
Mendukung Penyediaan Alsintan

27.398.690,00

Pusat Pusat 27.398.690,00

Total 3.676.938.437,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /
TARGET

SATUAN
SATUAN

BIAYA
ALOKASI 2018 (RP

RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
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KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /
TARGET

SATUAN
SATUAN

BIAYA
ALOKASI 2018 (RP

RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

03 Meningkatnya pemanfaatan alat dan mesin pertanian 3.676.938.437,00 3.676.938.437,00 3.676.938.437,00 3.676.938.437,00

03.001 Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen 112525 Unit 3.649.539.747,00 3.649.539.747,00 3.649.539.747,00 3.649.539.747,00

03.001.001
Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor
Tanaman Pangan

3.576.777.257,00 3.576.777.257,00 3.576.777.257,00 3.576.777.257,00

03.001.001.051
Penyediaan Alsintan Pra Panen Sub Sektor
Tanaman Pangan

108.275,00 Unit 33.034,19 3.576.777.257,00 108.275,00 108.275,00 108.275,00 3.576.777.257,00 3.576.777.257,00 3.576.777.257,00

03.001.001.052
Penyaluran Alsintan Pra Panen Sub Sektor
Tanaman Pangan

0,00 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.001.002
Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor
Hortikultura

72.762.490,00 72.762.490,00 72.762.490,00 72.762.490,00

03.001.002.051
Penyediaan Alsintan Pra Panen Sub Sektor
Hortikultura

4.250,00 Unit 17.120,59 72.762.490,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 72.762.490,00 72.762.490,00 72.762.490,00

03.001.002.052
Penyaluran Alsintan Pra panen Sub Sektor
Hortikultura

0,00 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.001.003
Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor
Perkebunan

0,00 0,00 0,00 0,00

03.001.003.051
Penyediaan Alsintan Pra panen Sub Sektor
Perkebunan

0,00 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.001.003.052
Penyaluran Alsintan Pra Panen Sub Sektor
Perkebunan

0,00 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.001.004
Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor
Peternakan

0,00 0,00 0,00 0,00

03.001.004.051
Penyediaan Alsintan Pra panen Sub Sektor
Peternakan

0,00 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.001.004.052
Penyaluran Alsintan Pra panen Sub Sektor
Peternakan

0,00 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.002
Fasilitasi Teknis dan Dukungan Pengelolaan Sistem
Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian

12
Bulan
Layanan

27.398.690,00 27.398.690,00 27.398.690,00 27.398.690,00

03.002.001 Tanpa Sub Output 27.398.690,00 27.398.690,00 27.398.690,00 27.398.690,00

03.002.001.051
Pembinaan Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan Lingkup Ditjen PSP

0,00
Bulan
Layanan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.002.001.052
Layanan Operasional Mendukung Penyediaan
Alsintan

12,00
Bulan
Layanan

2.283.224,17 27.398.690,00 12,00 12,00 12,00 27.398.690,00 27.398.690,00 27.398.690,00

Total 3.676.938.437,00 - - - 3.676.938.437,00 3.676.938.437,00 3.676.938.437,00

C. SUMBER PENDANAAN
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KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAH
PINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN

03 Meningkatnya pemanfaatan alat dan mesin pertanian 3.676.938.437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.676.938.437,00

03.001 Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen 3.649.539.747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.649.539.747,00

03.001.001 Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan 3.576.777.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.576.777.257,00

03.001.001.051 Penyediaan Alsintan Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan Utama 3.576.777.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.576.777.257,00

03.001.001.052 Penyaluran Alsintan Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.001.002 Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Hortikultura 72.762.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.762.490,00

03.001.002.051 Penyediaan Alsintan Pra Panen Sub Sektor Hortikultura Utama 72.762.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.762.490,00

03.001.002.052 Penyaluran Alsintan Pra panen Sub Sektor Hortikultura Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.001.003 Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Perkebunan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.001.003.051 Penyediaan Alsintan Pra panen Sub Sektor Perkebunan Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.001.003.052 Penyaluran Alsintan Pra Panen Sub Sektor Perkebunan Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.001.004 Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.001.004.051 Penyediaan Alsintan Pra panen Sub Sektor Peternakan Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.001.004.052 Penyaluran Alsintan Pra panen Sub Sektor Peternakan Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.002
Fasilitasi Teknis dan Dukungan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat
Mesin Pertanian

27.398.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.398.690,00

03.002.001 Tanpa Sub Output 27.398.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.398.690,00

03.002.001.051 Pembinaan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Ditjen PSP Pendukung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.002.001.052 Layanan Operasional Mendukung Penyediaan Alsintan Pendukung 27.398.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.398.690,00

Total 3.676.938.437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.676.938.437,00

Jakarta, 07 December 2017  
a/n Menteri/ Kepala Lembaga 

 

 
NIP.
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REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)

04 Meningkatnya fasilitasi pelayanan teknis dan administrasi untuk mendukung pelaksanaan kerja Direktorat Jenderal 855.636.771,00

04.01 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 12

04.02 Jumlah Layanan Internal (Overhead) 12

04.03 Jumlah Layanan Perkantoran 12

04.04 Jumlah Layanan Kerjasama Internasional 12

Total 855.636.771,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN

/ KOTA

04
Meningkatnya fasilitasi pelayanan teknis dan administrasi
untuk mendukung pelaksanaan kerja Direktorat Jenderal

855.636.771,00

04.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I tidak 562.090.584,00

04.950.001 Layanan Operasional Kegiatan Kesekretariatan 149.172.730,00

051 - Penyusunan Rencana Program 1.113.786,00

Pusat Pusat 1.113.786,00

052 - Penyusunan Rencana Anggaran 1.228.400,00

Pusat Pusat 1.228.400,00

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PERTANIAN

:2. PROGRAM 11 - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

:3. SASARAN PROGRAM 01 - Penambahan Luas Pertanaman

:4. KEGIATAN 1797 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN
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KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN

/ KOTA

053 - Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 4.883.661,00

Pusat Pusat 4.883.661,00

055 - Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan 5.596.955,00

Pusat Pusat 5.596.955,00

056 - Pengelolaan Perbendaharaan 5.127.770,00

Pusat Pusat 5.127.770,00

057 - Pelayanan Hukum 927.000,00

Pusat Pusat 927.000,00

058 - Pengelolaan Kepegawaian 2.896.450,00

Pusat Pusat 2.896.450,00

059 - Pelayanan Umum dan Perlengkapan 0,00

060 - Pelayanan Rumah Tangga 961.500,00

Pusat Pusat 961.500,00

061 - Pelayanan Humas dan Protokol 29.648.355,00

Pusat Pusat 29.648.355,00

063 - Kerjasama Kegiatan PSP 717.500,00

Pusat Pusat 717.500,00

064 - Operasional dan Dukungan Kegiatan Lingkup PSP 96.071.353,00

Pusat Pusat 96.071.353,00

04.950.002 Layanan Operasional Kegiatan Irigasi Pertanian 6.934.050,00

101 - Perencanaan Pelaksanaan dan Monev Kegiatan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi

1.336.000,00

Pusat Pusat 1.336.000,00

102 - Perencanaan Pelaksanaan dan Monev Kegiatan
Irigasi Air Permukaan

1.549.700,00

Pusat Pusat 1.549.700,00

103 - Perencanaan Pelaksanaan dan Monev Kegiatan
Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim

1.426.150,00

Pusat Pusat 1.426.150,00

104 - Perencanaan Pelaksanaan dan Monev Kegiatan
Rehabilitasi/Pembangunan Irigasi Rawa

0,00
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KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN

/ KOTA

105 - Koordinasi Kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian 2.622.200,00

Pusat Pusat 2.622.200,00

04.950.003
Layanan Operasional Kegiatan Perluasan dan Perlindungan
Lahan

6.919.300,00

201 - Perencanaan Pelaksanaan dan Monev Kegiatan
Perluasan Sawah

2.000.000,00

Pusat Pusat 2.000.000,00

202 - Perencanaan Pelaksanaan dan Monev Kegiatan
Updating Peta lahan Sawah

1.419.300,00

Pusat Pusat 1.419.300,00

203 - Perencanaan Pelaksanaan dan Monev Kegiatan
Perlindungan Lahan

1.500.000,00

Pusat Pusat 1.500.000,00

204 - Perencanaan Pelaksanaan dan Monev Kegiatan
Optimasi Lahan

1.000.000,00

Pusat Pusat 1.000.000,00

205 - Koordinasi Kegiatan Direktorat Perluasan dan
Perlindungan Lahan

1.000.000,00

Pusat Pusat 1.000.000,00

04.950.004 Layanan Operasional Kegiatan Alsintan 8.150.600,00

301 - Perencanaan Pelaksanan dan Monev kegiatan
Penyediaan Alat dan Mesin

1.052.500,00

Pusat Pusat 1.052.500,00

302 - Perencanaan Pelaksanan dan Monev kegiatan
Pendaftaran Pengawasan dan Peredaran Alsintan

1.746.350,00

Pusat Pusat 1.746.350,00

303 - Perencanaan Pelaksanan dan Monev kegiatan
Kelembagaan Alsintan

1.270.950,00

Pusat Pusat 1.270.950,00

304 - Koordinasi Kegiatan Direktorat Alat dan Mesin
Pertanian

4.080.800,00

Pusat Pusat 4.080.800,00

04.950.005 Layanan Operasional Kegiatan Pupuk dan Pestisida 15.668.900,00
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KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN

/ KOTA

501 - Perencanaan Pelaksanan dan Monev kegiatan
Pupuk dan Pembenah Tanah

1.472.855,00

Pusat Pusat 1.472.855,00

502 - Perencanaan Pelaksanan dan Monev kegiatan
Pupuk Bersubsidi

6.713.250,00

Pusat Pusat 6.713.250,00

503 - Perencanaan Pelaksanan dan Monev kegiatan
Pestisida

3.965.775,00

Pusat Pusat 3.965.775,00

504 - Perencanaan Pelaksanan dan Monev kegiatan
Pengawasan Pupuk dan Pestisida

2.024.500,00

Pusat Pusat 2.024.500,00

505 - Koordinasi Kegiatan Direktorat Pupuk dan Pestisida 1.492.520,00

Pusat Pusat 1.492.520,00

04.950.006 Layanan Operasional Kegiatan Pembiayaan Pertanian 55.849.300,00

601 - Perencanaan Pelaksanan dan Monev kegiatan
Kredit Program dan Fasilitasi Pembiayaan

49.669.300,00

Pusat Pusat 49.669.300,00

602 - Perencanaan Pelaksanan dan Monev kegiatan
Kelembagaan Pertanian

4.180.000,00

Pusat Pusat 4.180.000,00

603 - Perencanaan Pelaksanan dan Monev kegiatan
Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian

1.000.000,00

Pusat Pusat 1.000.000,00

604 - Koordinasi Kegiatan Direktorat Pembiayaan
Pertanian

1.000.000,00

Pusat Pusat 1.000.000,00

605 - Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FP2S) 0,00

04.950.007 Pembinaan dan Pendampingan Kegiatan Mendukung UPSUS 319.395.704,00

701 - Operasional dan Administrasi Kegiatan UPSUS 22.403.899,00

Pusat Pusat 22.403.899,00

702 - Pembinaan dan Pendampingan Kegiatan
Mendukung UPSUS

296.991.805,00
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KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN

/ KOTA

Pusat Pusat 286.955.590,00

Pusat Pusat 10.036.215,00

04.951 Layanan Internal (Overhead) tidak 245.058.486,00

04.951.001 Layanan Internal (overhead) 245.058.486,00

008 - Gedung dan Bangunan 0,00

Pusat Pusat 0,00

011 - Layanan Internal Organisasi 0,00

051 - Pembinaan Internal 0,00

052 - Monev Internal 0,00

053 - Perencanaan dan Anggaran Internal 5.678.254,00

Pusat Pusat 5.678.254,00

054 - Dukungan Internal Lainnya 0,00

055 - Perlengkapan Saran Gedung/Kantor 2.447.113,00

Pusat Pusat 2.447.113,00

056 - Pilot Percontohan Ditjen Prasarana dan Sarana
Pertanian

226.249.033,00

Pusat Pusat 226.249.033,00

057 - Kerjasama Luar Negeri Lingkup Ditjen PSP 6.758.300,00

Pusat Pusat 6.758.300,00

058 - Pengarusutamaan Gender (PUG) 1.523.099,00

Pusat Pusat 1.523.099,00

995 - Pengadaan Kendaraan Bermotor (dengan
persetujuan Eselon 1)

0,00

Pusat Pusat 0,00

996 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi 2.402.687,00

Pusat Pusat 2.402.687,00

997 - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 0,00

04.964 Layanan Kerjasama Internasional tidak 0,00

04.964.001 Layanan PHLN Ditjen PSP FMSRB 0,00

084 - Layanan PHLN Ditjen PSP FMSRB 0,00
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KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN

/ KOTA

085 - Layanan PHLN FMSRB 0,00

04.964.002 Layanan PHLN IDB 0,00

084 - Upland Development for National Food Security 0,00

Pusat Pusat 0,00

085 - Extenti�cation of New Paddy Field Area 0,00

Pusat Pusat 0,00

04.994 Layanan Perkantoran tidak 48.487.701,00

04.994.001 Tanpa Sub Output 48.487.701,00

001 - Gaji dan Tunjangan 32.094.501,00

Pusat Pusat 32.094.501,00

002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 16.393.200,00

Pusat Pusat 16.393.200,00

Total 855.636.771,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /
TARGET

SATUAN
SATUAN

BIAYA
ALOKASI 2018

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

04
Meningkatnya fasilitasi pelayanan teknis dan administrasi untuk
mendukung pelaksanaan kerja Direktorat Jenderal

855.636.771,00 855.636.771,00 855.636.771,00 855.636.771,00

04.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 12
Bulan
Layanan

562.090.584,00 562.090.584,00 562.090.584,00 562.090.584,00

04.950.001 Layanan Operasional Kegiatan Kesekretariatan 149.172.730,00 149.172.730,00 149.172.730,00 149.172.730,00

04.950.001.051 Penyusunan Rencana Program 12,00
Bulan
Layanan

92.815,50 1.113.786,00 12,00 12,00 12,00 1.113.786,00 1.113.786,00 1.113.786,00

04.950.001.052 Penyusunan Rencana Anggaran 12,00
Bulan
Layanan

102.366,67 1.228.400,00 12,00 12,00 12,00 1.228.400,00 1.228.400,00 1.228.400,00

04.950.001.053 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 12,00
Bulan
Layanan

406.971,75 4.883.661,00 12,00 12,00 12,00 4.883.661,00 4.883.661,00 4.883.661,00

04.950.001.055 Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan 12,00
Bulan
Layanan

466.412,92 5.596.955,00 12,00 12,00 12,00 5.596.955,00 5.596.955,00 5.596.955,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
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KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /
TARGET

SATUAN
SATUAN

BIAYA
ALOKASI 2018

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

04.950.001.056 Pengelolaan Perbendaharaan 12,00
Bulan
Layanan

427.314,17 5.127.770,00 12,00 12,00 12,00 5.127.770,00 5.127.770,00 5.127.770,00

04.950.001.057 Pelayanan Hukum 12,00
Bulan
Layanan

77.250,00 927.000,00 12,00 12,00 12,00 927.000,00 927.000,00 927.000,00

04.950.001.058 Pengelolaan Kepegawaian 12,00
Bulan
Layanan

241.370,83 2.896.450,00 12,00 12,00 12,00 2.896.450,00 2.896.450,00 2.896.450,00

04.950.001.059 Pelayanan Umum dan Perlengkapan 0,00
Bulan
Layanan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.950.001.060 Pelayanan Rumah Tangga 12,00
Bulan
Layanan

80.125,00 961.500,00 12,00 12,00 12,00 961.500,00 961.500,00 961.500,00

04.950.001.061 Pelayanan Humas dan Protokol 12,00
Bulan
Layanan

2.470.696,25 29.648.355,00 12,00 12,00 12,00 29.648.355,00 29.648.355,00 29.648.355,00

04.950.001.063 Kerjasama Kegiatan PSP 12,00
Bulan
Layanan

59.791,67 717.500,00 12,00 12,00 12,00 717.500,00 717.500,00 717.500,00

04.950.001.064 Operasional dan Dukungan Kegiatan Lingkup PSP 12,00
Bulan
Layanan

8.005.946,08 96.071.353,00 12,00 12,00 12,00 96.071.353,00 96.071.353,00 96.071.353,00

04.950.002 Layanan Operasional Kegiatan Irigasi Pertanian 6.934.050,00 6.934.050,00 6.934.050,00 6.934.050,00

04.950.002.101
Perencanaan Pelaksanaan dan Monev Kegiatan Rehabilitasi
Jaringan Irigasi

12,00
Bulan
Layanan

111.333,33 1.336.000,00 12,00 12,00 12,00 1.336.000,00 1.336.000,00 1.336.000,00

04.950.002.102
Perencanaan Pelaksanaan dan Monev Kegiatan Irigasi Air
Permukaan

0,00
Bulan
Layanan

NaN 1.549.700,00 0,00 0,00 0,00 1.549.700,00 1.549.700,00 1.549.700,00

04.950.002.103
Perencanaan Pelaksanaan dan Monev Kegiatan Bangunan
Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim

12,00
Bulan
Layanan

118.845,83 1.426.150,00 12,00 12,00 12,00 1.426.150,00 1.426.150,00 1.426.150,00

04.950.002.104
Perencanaan Pelaksanaan dan Monev Kegiatan
Rehabilitasi/Pembangunan Irigasi Rawa

0,00
Bulan
Layanan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.950.002.105 Koordinasi Kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian 12,00
Bulan
Layanan

218.516,67 2.622.200,00 12,00 12,00 12,00 2.622.200,00 2.622.200,00 2.622.200,00

04.950.003
Layanan Operasional Kegiatan Perluasan dan Perlindungan
Lahan

6.919.300,00 6.919.300,00 6.919.300,00 6.919.300,00

04.950.003.201
Perencanaan Pelaksanaan dan Monev Kegiatan Perluasan
Sawah

12,00
Bulan
Layanan

166.666,67 2.000.000,00 12,00 12,00 12,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

04.950.003.202
Perencanaan Pelaksanaan dan Monev Kegiatan Updating
Peta lahan Sawah

12,00
Bulan
Layanan

118.275,00 1.419.300,00 12,00 12,00 12,00 1.419.300,00 1.419.300,00 1.419.300,00

04.950.003.203
Perencanaan Pelaksanaan dan Monev Kegiatan Perlindungan
Lahan

12,00
Bulan
Layanan

125.000,00 1.500.000,00 12,00 12,00 12,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
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KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /
TARGET

SATUAN
SATUAN

BIAYA
ALOKASI 2018

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

04.950.003.204
Perencanaan Pelaksanaan dan Monev Kegiatan Optimasi
Lahan

12,00
Bulan
Layanan

83.333,33 1.000.000,00 12,00 12,00 12,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

04.950.003.205
Koordinasi Kegiatan Direktorat Perluasan dan Perlindungan
Lahan

0,00
Bulan
Layanan

NaN 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

04.950.004 Layanan Operasional Kegiatan Alsintan 8.150.600,00 8.150.600,00 8.150.600,00 8.150.600,00

04.950.004.301
Perencanaan Pelaksanan dan Monev kegiatan Penyediaan
Alat dan Mesin

12,00
bulan
layanan

87.708,33 1.052.500,00 12,00 12,00 12,00 1.052.500,00 1.052.500,00 1.052.500,00

04.950.004.302
Perencanaan Pelaksanan dan Monev kegiatan Pendaftaran
Pengawasan dan Peredaran Alsintan

12,00
bulan
layanan

145.529,17 1.746.350,00 12,00 12,00 12,00 1.746.350,00 1.746.350,00 1.746.350,00

04.950.004.303
Perencanaan Pelaksanan dan Monev kegiatan Kelembagaan
Alsintan

12,00
bulan
layanan

105.912,50 1.270.950,00 12,00 12,00 12,00 1.270.950,00 1.270.950,00 1.270.950,00

04.950.004.304 Koordinasi Kegiatan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian 12,00
bulan
layanan

340.066,67 4.080.800,00 12,00 12,00 12,00 4.080.800,00 4.080.800,00 4.080.800,00

04.950.005 Layanan Operasional Kegiatan Pupuk dan Pestisida 15.668.900,00 15.668.900,00 15.668.900,00 15.668.900,00

04.950.005.501
Perencanaan Pelaksanan dan Monev kegiatan Pupuk dan
Pembenah Tanah

12,00
bulan
layanan

122.737,92 1.472.855,00 12,00 12,00 12,00 1.472.855,00 1.472.855,00 1.472.855,00

04.950.005.502
Perencanaan Pelaksanan dan Monev kegiatan Pupuk
Bersubsidi

12,00
Bulan
Layanan

559.437,50 6.713.250,00 12,00 12,00 12,00 6.713.250,00 6.713.250,00 6.713.250,00

04.950.005.503 Perencanaan Pelaksanan dan Monev kegiatan Pestisida 12,00
bulan
layanan

330.481,25 3.965.775,00 12,00 12,00 12,00 3.965.775,00 3.965.775,00 3.965.775,00

04.950.005.504
Perencanaan Pelaksanan dan Monev kegiatan Pengawasan
Pupuk dan Pestisida

12,00
bulan
layanan

168.708,33 2.024.500,00 12,00 12,00 12,00 2.024.500,00 2.024.500,00 2.024.500,00

04.950.005.505 Koordinasi Kegiatan Direktorat Pupuk dan Pestisida 12,00
bulan
layanan

124.376,67 1.492.520,00 12,00 12,00 12,00 1.492.520,00 1.492.520,00 1.492.520,00

04.950.006 Layanan Operasional Kegiatan Pembiayaan Pertanian 55.849.300,00 55.849.300,00 55.849.300,00 55.849.300,00

04.950.006.601
Perencanaan Pelaksanan dan Monev kegiatan Kredit Program
dan Fasilitasi Pembiayaan

12,00
bulan
layanan

4.139.108,33 49.669.300,00 12,00 12,00 12,00 49.669.300,00 49.669.300,00 49.669.300,00

04.950.006.602
Perencanaan Pelaksanan dan Monev kegiatan Kelembagaan
Pertanian

12,00
bulan
layanan

348.333,33 4.180.000,00 12,00 12,00 12,00 4.180.000,00 4.180.000,00 4.180.000,00

04.950.006.603
Perencanaan Pelaksanan dan Monev kegiatan Pemberdayaan
Permodalan dan Asuransi Pertanian

12,00
bulan
layanan

83.333,33 1.000.000,00 12,00 12,00 12,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

04.950.006.604 Koordinasi Kegiatan Direktorat Pembiayaan Pertanian 12,00
bulan
layanan

83.333,33 1.000.000,00 12,00 12,00 12,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

04.950.006.605 Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FP2S) 0,00
Bulan
Layanan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /
TARGET

SATUAN
SATUAN

BIAYA
ALOKASI 2018

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

04.950.007 Pembinaan dan Pendampingan Kegiatan Mendukung UPSUS 319.395.704,00 319.395.704,00 319.395.704,00 319.395.704,00

04.950.007.701 Operasional dan Administrasi Kegiatan UPSUS 12,00
bulan
layanan

1.866.991,58 22.403.899,00 12,00 12,00 12,00 22.403.899,00 22.403.899,00 22.403.899,00

04.950.007.702 Pembinaan dan Pendampingan Kegiatan Mendukung UPSUS 24,00
bulan
layanan

12.374.658,54 296.991.805,00 24,00 24,00 24,00 296.991.805,00 296.991.805,00 296.991.805,00

04.951 Layanan Internal (Overhead) 12
Bulan
Layanan

245.058.486,00 245.058.486,00 245.058.486,00 245.058.486,00

04.951.001 Layanan Internal (overhead) 245.058.486,00 245.058.486,00 245.058.486,00 245.058.486,00

04.951.001.008 Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.951.001.011 Layanan Internal Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.951.001.051 Pembinaan Internal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.951.001.052 Monev Internal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.951.001.053 Perencanaan dan Anggaran Internal 12,00
bulan
layanan

473.187,83 5.678.254,00 12,00 12,00 12,00 5.678.254,00 5.678.254,00 5.678.254,00

04.951.001.054 Dukungan Internal Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.951.001.055 Perlengkapan Saran Gedung/Kantor 12,00 203.926,08 2.447.113,00 12,00 12,00 12,00 2.447.113,00 2.447.113,00 2.447.113,00

04.951.001.056 Pilot Percontohan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 12,00
bulan
layanan

18.854.086,08 226.249.033,00 12,00 12,00 12,00 226.249.033,00 226.249.033,00 226.249.033,00

04.951.001.057 Kerjasama Luar Negeri Lingkup Ditjen PSP 12,00
bulan
layanan

563.191,67 6.758.300,00 12,00 12,00 12,00 6.758.300,00 6.758.300,00 6.758.300,00

04.951.001.058 Pengarusutamaan Gender (PUG) 0,00 NaN 1.523.099,00 0,00 0,00 0,00 1.523.099,00 1.523.099,00 1.523.099,00

04.951.001.995
Pengadaan Kendaraan Bermotor (dengan persetujuan Eselon
1)

0,00
bulan
layanan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.951.001.996 Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi 12,00
bulan
layanan

200.223,92 2.402.687,00 12,00 12,00 12,00 2.402.687,00 2.402.687,00 2.402.687,00

04.951.001.997 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.964 Layanan Kerjasama Internasional 12
Bulan
Layanan

0,00 0,00 0,00 0,00

04.964.001 Layanan PHLN Ditjen PSP FMSRB 0,00 0,00 0,00 0,00

04.964.001.084 Layanan PHLN Ditjen PSP FMSRB 0,00
Bulan
Layanan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.964.001.085 Layanan PHLN FMSRB 0,00
Bulan
Layanan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /
TARGET

SATUAN
SATUAN

BIAYA
ALOKASI 2018

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

04.964.002 Layanan PHLN IDB 0,00 0,00 0,00 0,00

04.964.002.084 Upland Development for National Food Security 12,00
Bulan
Layanan

0,00 0,00 12,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00

04.964.002.085 Extenti�cation of New Paddy Field Area 0,00
Bulan
Layanan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.994 Layanan Perkantoran 12
Bulan
Layanan

48.487.701,00 48.487.701,00 48.487.701,00 48.487.701,00

04.994.001 Tanpa Sub Output 48.487.701,00 48.487.701,00 48.487.701,00 48.487.701,00

04.994.001.001 Gaji dan Tunjangan 12,00
bulan
layanan

2.674.541,75 32.094.501,00 12,00 12,00 12,00 32.094.501,00 32.094.501,00 32.094.501,00

04.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12,00
bulan
layanan

1.366.100,00 16.393.200,00 12,00 12,00 12,00 16.393.200,00 16.393.200,00 16.393.200,00

Total 855.636.771,00 - - - 855.636.771,00 855.636.771,00 855.636.771,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAH
PINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN

04
Meningkatnya fasilitasi pelayanan teknis dan administrasi untuk mendukung
pelaksanaan kerja Direktorat Jenderal

855.636.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855.636.771,00

04.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 562.090.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562.090.584,00

04.950.001 Layanan Operasional Kegiatan Kesekretariatan 149.172.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.172.730,00

04.950.001.051 Penyusunan Rencana Program Utama 1.113.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.113.786,00

04.950.001.052 Penyusunan Rencana Anggaran Utama 1.228.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.228.400,00

04.950.001.053 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Utama 4.883.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.883.661,00

04.950.001.055 Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Utama 5.596.955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.596.955,00

04.950.001.056 Pengelolaan Perbendaharaan Utama 5.127.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.127.770,00

04.950.001.057 Pelayanan Hukum Utama 927.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927.000,00

04.950.001.058 Pengelolaan Kepegawaian Utama 2.896.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.896.450,00

04.950.001.059 Pelayanan Umum dan Perlengkapan Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.950.001.060 Pelayanan Rumah Tangga Utama 961.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961.500,00

C. SUMBER PENDANAAN
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KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAH
PINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN

04.950.001.061 Pelayanan Humas dan Protokol Utama 29.648.355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.648.355,00

04.950.001.063 Kerjasama Kegiatan PSP Utama 717.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717.500,00

04.950.001.064 Operasional dan Dukungan Kegiatan Lingkup PSP Utama 96.071.353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.071.353,00

04.950.002 Layanan Operasional Kegiatan Irigasi Pertanian 6.934.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.934.050,00

04.950.002.101 Perencanaan Pelaksanaan dan Monev Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Utama 1.336.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.336.000,00

04.950.002.102 Perencanaan Pelaksanaan dan Monev Kegiatan Irigasi Air Permukaan Utama 1.549.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.549.700,00

04.950.002.103
Perencanaan Pelaksanaan dan Monev Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan
Antisipasi Anomali Iklim

Utama 1.426.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.426.150,00

04.950.002.104
Perencanaan Pelaksanaan dan Monev Kegiatan Rehabilitasi/Pembangunan
Irigasi Rawa

Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.950.002.105 Koordinasi Kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian Utama 2.622.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.622.200,00

04.950.003 Layanan Operasional Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan 6.919.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.919.300,00

04.950.003.201 Perencanaan Pelaksanaan dan Monev Kegiatan Perluasan Sawah Utama 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

04.950.003.202 Perencanaan Pelaksanaan dan Monev Kegiatan Updating Peta lahan Sawah Utama 1.419.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.419.300,00

04.950.003.203 Perencanaan Pelaksanaan dan Monev Kegiatan Perlindungan Lahan Utama 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

04.950.003.204 Perencanaan Pelaksanaan dan Monev Kegiatan Optimasi Lahan Utama 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

04.950.003.205 Koordinasi Kegiatan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Utama 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

04.950.004 Layanan Operasional Kegiatan Alsintan 8.150.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.150.600,00

04.950.004.301 Perencanaan Pelaksanan dan Monev kegiatan Penyediaan Alat dan Mesin Utama 1.052.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.052.500,00

04.950.004.302
Perencanaan Pelaksanan dan Monev kegiatan Pendaftaran Pengawasan dan
Peredaran Alsintan

Utama 1.746.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.746.350,00

04.950.004.303 Perencanaan Pelaksanan dan Monev kegiatan Kelembagaan Alsintan Utama 1.270.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.270.950,00

04.950.004.304 Koordinasi Kegiatan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Utama 4.080.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.080.800,00

04.950.005 Layanan Operasional Kegiatan Pupuk dan Pestisida 15.668.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.668.900,00

04.950.005.501 Perencanaan Pelaksanan dan Monev kegiatan Pupuk dan Pembenah Tanah Utama 1.472.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.472.855,00

04.950.005.502 Perencanaan Pelaksanan dan Monev kegiatan Pupuk Bersubsidi Utama 6.713.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.713.250,00

04.950.005.503 Perencanaan Pelaksanan dan Monev kegiatan Pestisida Utama 3.965.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.965.775,00

04.950.005.504
Perencanaan Pelaksanan dan Monev kegiatan Pengawasan Pupuk dan
Pestisida

Utama 2.024.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.024.500,00

04.950.005.505 Koordinasi Kegiatan Direktorat Pupuk dan Pestisida Utama 1.492.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.492.520,00
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KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAH
PINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN

04.950.006 Layanan Operasional Kegiatan Pembiayaan Pertanian 55.849.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.849.300,00

04.950.006.601
Perencanaan Pelaksanan dan Monev kegiatan Kredit Program dan Fasilitasi
Pembiayaan

Utama 49.669.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.669.300,00

04.950.006.602 Perencanaan Pelaksanan dan Monev kegiatan Kelembagaan Pertanian Utama 4.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.180.000,00

04.950.006.603
Perencanaan Pelaksanan dan Monev kegiatan Pemberdayaan Permodalan
dan Asuransi Pertanian

Utama 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

04.950.006.604 Koordinasi Kegiatan Direktorat Pembiayaan Pertanian Utama 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

04.950.006.605 Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FP2S) Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.950.007 Pembinaan dan Pendampingan Kegiatan Mendukung UPSUS 319.395.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.395.704,00

04.950.007.701 Operasional dan Administrasi Kegiatan UPSUS Utama 22.403.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.403.899,00

04.950.007.702 Pembinaan dan Pendampingan Kegiatan Mendukung UPSUS Utama 296.991.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.991.805,00

04.951 Layanan Internal (Overhead) 245.058.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.058.486,00

04.951.001 Layanan Internal (overhead) 245.058.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.058.486,00

04.951.001.008 Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.951.001.011 Layanan Internal Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.951.001.051 Pembinaan Internal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.951.001.052 Monev Internal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.951.001.053 Perencanaan dan Anggaran Internal Utama 5.678.254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.678.254,00

04.951.001.054 Dukungan Internal Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.951.001.055 Perlengkapan Saran Gedung/Kantor 2.447.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.447.113,00

04.951.001.056 Pilot Percontohan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Utama 226.249.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.249.033,00

04.951.001.057 Kerjasama Luar Negeri Lingkup Ditjen PSP Utama 6.758.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.758.300,00

04.951.001.058 Pengarusutamaan Gender (PUG) 1.523.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.523.099,00

04.951.001.995 Pengadaan Kendaraan Bermotor (dengan persetujuan Eselon 1) Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.951.001.996 Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi Utama 2.402.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.402.687,00

04.951.001.997 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.964 Layanan Kerjasama Internasional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.964.001 Layanan PHLN Ditjen PSP FMSRB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.964.001.084 Layanan PHLN Ditjen PSP FMSRB Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.964.001.085 Layanan PHLN FMSRB Pendukung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAH
PINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN

04.964.002 Layanan PHLN IDB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.964.002.084 Upland Development for National Food Security Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.964.002.085 Extenti�cation of New Paddy Field Area Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.994 Layanan Perkantoran 48.487.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.487.701,00

04.994.001 Tanpa Sub Output 48.487.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.487.701,00

04.994.001.001 Gaji dan Tunjangan Utama 32.094.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.094.501,00

04.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Utama 16.393.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.393.200,00

Total 855.636.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855.636.771,00

Jakarta, 07 December 2017  
a/n Menteri/ Kepala Lembaga 

NIP.
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REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)

05 Tersalurnya pupuk bersubsidi dan dioptimalkanya rumah kompos di daerah sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan sentra peternakan 84.657.850,00

05.01 Jumlah Pupuk Bersubsidi 9550000

05.02 Jumlah Layanan Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani 520

Total 84.657.850,00

KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

05

Tersalurnya pupuk bersubsidi dan
dioptimalkanya rumah kompos di daerah
sentra produksi tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan dan sentra peternakan

84.657.850,00

05.002
Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi
menggunakan Kartu Tani

Ketahanan
Pangan

Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Pertanian
(termasuk irigasi)

Perluasan
lahan
pertanian

Optimasi
lahan

tidak 83.796.000,00

05.002.001 Tanpa Sub Output 83.796.000,00

051 - Fasilitasi penyaluran pupuk
bersubsidi menggunakan kartu tani

83.796.000,00

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PERTANIAN

:2. PROGRAM 11 - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

:3. SASARAN PROGRAM 01 - Penambahan Luas Pertanaman

:4. KEGIATAN 3993 - Fasilitasi Pupuk dan Pestisida

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Direktorat Pupuk dan Pestisida

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Jawa Barat

Provinsi Jawa
Barat

16.300,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Bogor 459.800,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Sukabumi 538.200,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Cianjur 370.200,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Bekasi 269.400,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Karawang 347.800,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Purwakarta 202.200,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Subang 347.800,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Bandung 359.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Sumedang 303.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Garut 482.200,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab.
Tasikmalaya

448.600,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Ciamis 303.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Cirebon 459.800,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Kuningan 370.200,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Indramayu 359.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Majalengka 303.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Bandung
Barat

191.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Jawa Barat

Kab.
Pangandaran

123.800,00

Provinsi
Jawa Barat

Kota Bandung 347.800,00

Provinsi
Jawa Barat

Kota Bogor 79.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kota Sukabumi 90.200,00

Provinsi
Jawa Barat

Kota Cirebon 67.800,00

Provinsi
Jawa Barat

Kota Bekasi 146.200,00

Provinsi
Jawa Barat

Kota Depok 135.000,00

Provinsi
Jawa Barat

Kota
Tasikmalaya

123.800,00

Provinsi
Jawa Barat

Kota Cimahi 45.400,00

Provinsi
Jawa Barat

Kota Banjar 56.600,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Provinsi Jawa
Tengah

17.900,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Semarang 224.600,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Kendal 235.800,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Demak 168.600,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Grobogan 224.600,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Pekalongan 224.600,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Batang 179.800,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Tegal 213.400,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Brebes 202.200,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Pati 247.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Kudus 112.600,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Pemalang 168.600,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Jepara 191.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Rembang 168.600,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Blora 191.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Banyumas 314.200,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Cilacap 280.600,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Purbalingga 213.400,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab.
Banjarnegara

235.800,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Magelang 247.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab.
Temanggung

235.800,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Wonosobo 179.800,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Purworejo 191.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Kebumen 303.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Klaten 303.000,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Boyolali 224.600,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Sragen 235.800,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Sukoharjo 146.200,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab.
Karanganyar

202.200,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kab. Wonogiri 291.800,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kota Semarang 191.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Jawa
Tengah

Kota Salatiga 56.600,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kota Pekalongan 56.600,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kota Tegal 56.600,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kota Magelang 45.400,00

Provinsi
Jawa
Tengah

Kota Surakarta 67.800,00

Provinsi DI
Yogyakarta

Provinsi Di
Yogyakarta

11.900,00

Provinsi DI
Yogyakarta

Kab. Bantul 202.200,00

Provinsi DI
Yogyakarta

Kab. Sleman 202.200,00

Provinsi DI
Yogyakarta

Kab.
Gunungkidul

213.400,00

Provinsi DI
Yogyakarta

Kab. Kulonprogo 146.200,00

Provinsi DI
Yogyakarta

Kota Yogyakarta 168.600,00

Provinsi
Jawa Timur

Provinsi Jawa
Timur

18.500,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Gresik 213.400,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Mojokerto 213.400,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Sidoarjo 213.400,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Jombang 247.000,00



12/7/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kementan.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 7/40

KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Sampang 168.600,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Pamekasan 157.400,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Sumenep 314.200,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Bangkalan 213.400,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Bondowoso 269.400,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Situbondo 202.200,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Banyuwangi 280.600,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Jember 359.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Malang 381.400,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Pasuruan 280.600,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Probolinggo 280.600,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Lumajang 247.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Kediri 303.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab.
Tulungagung

224.600,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Nganjuk 235.800,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Trenggalek 168.600,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Blitar 258.200,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Madiun 179.800,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Ngawi 224.600,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Magetan 213.400,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Ponorogo 247.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Pacitan 146.200,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Bojonegoro 325.400,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Tuban 235.800,00

Provinsi
Jawa Timur

Kab. Lamongan 314.200,00

Provinsi
Jawa Timur

Kota Surabaya 359.000,00

Provinsi
Jawa Timur

Kota Mojokerto 34.200,00

Provinsi
Jawa Timur

Kota Malang 67.800,00

Provinsi
Jawa Timur

Kota Pasuruan 56.600,00

Provinsi
Jawa Timur

Kota
Probolinggo

56.600,00

Provinsi
Jawa Timur

Kota Blitar 45.400,00

Provinsi
Jawa Timur

Kota Kediri 45.400,00

Provinsi
Jawa Timur

Kota Madiun 45.400,00

Provinsi
Jawa Timur

Kota Batu 45.400,00

Provinsi
Aceh

Provinsi
Nanggroe Aceh
Darussalam

15.500,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh Besar 269.400,00

Provinsi
Aceh

Kab. Pidie 269.400,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh Utara 314.200,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh Timur 280.600,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh
Selatan

213.400,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh Barat 146.200,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh
Tengah

168.600,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh
Tenggara

191.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Simeuleu 123.800,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh Singkil 123.800,00

Provinsi
Aceh

Kab. Bireun 202.200,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh Barat
Daya

112.600,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh Gayo
Lues

135.000,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh Jaya 112.600,00

Provinsi
Aceh

Kab. Nagan Raya 123.800,00

Provinsi
Aceh

Kab. Aceh
Tamiang

146.200,00

Provinsi
Aceh

Kab. Bener
Meriah

123.800,00

Provinsi
Aceh

Kab. Pidie Jaya 101.400,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Aceh

Kota Banda Aceh 101.400,00

Provinsi
Aceh

Kota Sabang 34.200,00

Provinsi
Aceh

Kota Langsa 67.800,00

Provinsi
Aceh

Kota
Lhokseumawe

56.600,00

Provinsi
Aceh

Kota
Sumbulussalam

112.600,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Provinsi
Sumatera Utara

17.300,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Deliserdang 258.200,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Karo 202.200,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Langkat 269.400,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Tapanuli
Tengah

235.800,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Simalungun 359.000,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab.
Labuhanbatu

112.600,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Dairi 179.800,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Tapanuli
Utara

179.800,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Tapanuli
Selatan

168.600,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Asahan 291.800,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Nias 123.800,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Samosir 112.600,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Mandailing
Natal

269.400,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Nias
Selatan

403.800,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Pakpak
Barat

101.400,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Humbang
Hasundutan

123.800,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Toba
Samosir

191.000,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Serdang
Bedagai

202.200,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Batubara 90.200,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Padang
Lawas

146.200,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Padang
Lawas Utara

112.600,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Labuhan
Batu Selatan

67.800,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Labuhan
Batu Utara

101.400,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Nias Utara 135.000,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kab. Nias Barat 101.400,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota Medan 247.000,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota
Tebingtinggi

67.800,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota Binjai 67.800,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota
Pematangsiantar

101.400,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota
Tanjungbalai

79.000,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota Padang
Sidempuan

79.000,00

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota Gunung
Sitoli

79.000,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Provinsi
Sumatera Barat

14.700,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab. Agam 191.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab. Pasaman 146.200,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab. Limapuluh
Kota

157.400,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab. Solok 168.600,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab. Padang
Pariaman

202.200,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab. Pesisir
Selatan

179.800,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab. Tanah
Datar

168.600,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab. Kepulauan
Mentawai

123.800,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab. Dharmas
Raya

135.000,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab. Solok
Selatan

90.200,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab. Pasaman
Barat

135.000,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab. Sijunjung 101.400,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kota Bukittinggi 45.400,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kota Padang
Panjang

34.200,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sumatera
Barat

Kota Solok 34.200,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kota Sawahlunto 56.600,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kota Padang 135.000,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kota
Payakumbuh

67.800,00

Provinsi
Sumatera
Barat

Kota Pariaman 56.600,00

Provinsi
Riau

Provinsi Riau 13.300,00

Provinsi
Riau

Kab. Kampar 247.000,00

Provinsi
Riau

Kab. Bengkalis 101.400,00

Provinsi
Riau

Kab. Indragiri
Hulu

168.600,00

Provinsi
Riau

Kab. Indragiri
Hilir

235.800,00

Provinsi
Riau

Kab. Pelalawan 146.200,00

Provinsi
Riau

Kab. Rokan Hulu 191.000,00

Provinsi
Riau

Kab. Rokan Hilir 179.800,00

Provinsi
Riau

Kab. Siak 168.600,00

Provinsi
Riau

Kab. Kuantan
Singingi

179.800,00

Provinsi
Riau

Kab. Kepulauan
Meranti

112.600,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Riau

Kota Pekanbaru 146.200,00

Provinsi
Riau

Kota Dumai 90.200,00

Provinsi
Jambi

Provinsi Jambi 13.100,00

Provinsi
Jambi

Kab. Batanghari 101.400,00

Provinsi
Jambi

Kab. Tanjung
Jabung Barat

157.400,00

Provinsi
Jambi

Kab. Bungo 202.200,00

Provinsi
Jambi

Kab. Sarolangun 123.800,00

Provinsi
Jambi

Kab. Kerinci 191.000,00

Provinsi
Jambi

Kab. Merangin 280.600,00

Provinsi
Jambi

Kab. Tanjung
Jabung Timur

135.000,00

Provinsi
Jambi

Kab. Tebo 146.200,00

Provinsi
Jambi

Kab. Muaro
Jambi

135.000,00

Provinsi
Jambi

Kota Jambi 101.400,00

Provinsi
Jambi

Kota Sungai
Penuh

101.400,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Provinsi
Sumatera
Selatan

14.300,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Musi Banyu
Asin

168.600,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Ogan
Komering Ulu

146.200,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Muara Enim 224.600,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Lahat 258.200,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Musi Rawas 191.000,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Ogan
Komering Ilir

213.400,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Banyuasin 224.600,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Oku Timur 235.800,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Oku Selatan 224.600,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Ogan Ilir 191.000,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Empat
Lawang

123.800,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Penukal
Abab Lematang
Ilir

67.800,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kab. Musi Rawas
Utara

90.200,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota Palembang 191.000,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota Prabumulih 79.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota Pagar Alam 67.800,00

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota Lubuk
Linggau

101.400,00

Provinsi
Lampung

Provinsi
Lampung

13.900,00

Provinsi
Lampung

Kab. Lampung
Selatan

202.200,00

Provinsi
Lampung

Kab. Lampung
Tengah

325.400,00

Provinsi
Lampung

Kab. Lampung
Utara

269.400,00

Provinsi
Lampung

Kab. Lampung
Barat

179.800,00

Provinsi
Lampung

Kab. Tulang
Bawang

179.800,00

Provinsi
Lampung

Kab. Tanggamus 235.800,00

Provinsi
Lampung

Kab. Lampung
Timur

280.600,00

Provinsi
Lampung

Kab. Way Kanan 168.600,00

Provinsi
Lampung

Kab. Pesawaran 112.600,00

Provinsi
Lampung

Kab. Pringsewu 112.600,00

Provinsi
Lampung

Kab. Mesuji 90.200,00

Provinsi
Lampung

Kab. Tulang
Bawang Barat

101.400,00

Provinsi
Lampung

Kab. Pesisir
Barat

135.000,00

Provinsi
Lampung

Kota Bandar
Lampung

235.800,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Lampung

Kota Metro 67.800,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Provinsi
Kalimantan
Barat

13.700,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Sambas 224.600,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Sanggau 179.800,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Sintang 168.600,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Mempawah 112.600,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Kapuas
Hulu

269.400,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Ketapang 235.800,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Bengkayang 202.200,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Landak 157.400,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Melawi 135.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Sekadau 90.200,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Kayong
Utara

79.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kab. Kubu Raya 112.600,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kota Pontianak 79.000,00

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kota Singkawang 67.800,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Provinsi
Kalimantan
Tengah

13.700,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Kapuas 202.200,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Barito Utara 112.600,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Barito
Selatan

79.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab.
Kotawaringin
Timur

202.200,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab.
Kotawaringin
Barat

79.000,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Katingan 157.400,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Seruyan 123.800,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Sukamara 67.800,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Lamandau 101.400,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Gunung
Mas

146.200,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Pulang
Pisau

101.400,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Murung
Raya

123.800,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kab. Barito
Timur

123.800,00

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kota
Palangkaraya

67.800,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Provinsi
Kalimantan
Selatan

13.500,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kab. Banjar 235.800,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kab. Tanah Laut 135.000,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kab. Tapin 146.200,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kab. Hulu Sungai
Selatan

135.000,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kab. Hulu Sungai
Tengah

135.000,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kab. Barito Kuala 202.200,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kab. Tabalong 146.200,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kab. Kotabaru 247.000,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kab. Hulu Sungai
Utara

123.800,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kab. Tanah
Bumbu

123.800,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kab. Balangan 101.400,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

67.800,00

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota Banjarbaru 67.800,00

Provinsi
Kalimantan
Timur

Provinsi
Kalimantan
Timur

12.900,00

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kab. Paser 123.800,00

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kab. Berau 157.400,00

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kab. Kutai Barat 191.000,00

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kab. Kutai Timur 213.400,00

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kab. Penajam
Paser Utara

56.600,00

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kab. Kutai
Kertanegara

213.400,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kab. Mahakam
Ulu

67.800,00

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota Samarinda 123.800,00

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota Balikpapan 67.800,00

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota Bontang 45.400,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Provinsi
Sulawesi Utara

13.900,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kab. Minahasa 291.800,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kab. Bolaang
Mongondow

146.200,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kab. Kepulauan
Sangihe

224.600,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kab. Kepulauan
Talaud

224.600,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kab. Minahasa
Selatan

202.200,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kab. Minahasa
Utara

123.800,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kab. Minahasa
Tenggara

146.200,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kab. Bolaang
Mongondow
Utara

79.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kab. Kep. Siau
Tagulandang
Biaro

123.800,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kab. Bolaang
Mongondow
Selatan

67.800,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kab. Bolaang
Mongondow
Timur

67.800,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kota Manado 135.000,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kota Tomohon 67.800,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kota Bitung 101.400,00

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kota
Kotamobago

56.600,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Provinsi
Sulawesi Tengah

13.300,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Poso 224.600,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Donggala 191.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Toli-Toli 123.800,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Banggai 269.400,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Buol 135.000,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Morowali 112.600,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Banggai
Kepulauan

146.200,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Parigi
Moutong

269.400,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Tojo Una-
Una

112.600,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Sigi 179.800,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kab. Morowali
Utara

459.800,00

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kota Palu 101.400,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Provinsi
Sulawesi Selatan

15.700,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Pinrang 146.200,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Gowa 213.400,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Wajo 168.600,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Bone 314.200,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Tanatoraja 224.600,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Maros 157.400,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Luwu 258.200,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Sinjai 112.600,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Bulukumba 123.800,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Bantaeng 101.400,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Jeneponto 135.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Kepulauan
Selayar

135.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Takalar 112.600,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Barru 90.200,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Sidenreng
Rappang

135.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Pangkajene
Kepulauan

157.400,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Soppeng 101.400,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Enrekang 146.200,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Luwu Utara 146.200,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Luwu Timur 135.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kab. Toraja
Utara

247.000,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kota Makassar 168.600,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kota Pare-Pare 56.600,00

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kota Palopo 123.800,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

14.300,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kab. Buton 90.200,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kab. Muna 258.200,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kab. Kolaka 146.200,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kab. Konawe
Selatan

291.800,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kab. Bombana 258.200,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kab. Wakatobi 101.400,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kab. Kolaka
Utara

179.800,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kab. Konawe 392.600,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kab. Konawe
Utara

123.800,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kab. Buton
Utara

79.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kab. Kolaka
Timur

146.200,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kab. Konawe
Kepulauan

90.200,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 123.800,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kota Bau-Bau 101.400,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kab. Muna Barat 135.000,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kab. Buton
Selatan

90.200,00

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kab. Buton
Tengah

90.200,00

Provinsi
Maluku

Provinsi Maluku 16.600,00

Provinsi
Maluku

Kab. Maluku
Tengah

267.800,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Maluku

Kab. Maluku
Tenggara

169.800,00

Provinsi
Maluku

Kab. Maluku
Tenggara Barat

155.800,00

Provinsi
Maluku

Kab. Pulau Buru 155.800,00

Provinsi
Maluku

Kab. Kepulauan
Aru

155.800,00

Provinsi
Maluku

Kab. Seram
Bagian Barat

169.800,00

Provinsi
Maluku

Kab. Seram
Bagian Timur

225.800,00

Provinsi
Maluku

Kab. Maluku
Barat Daya

253.800,00

Provinsi
Maluku

Kab. Buru
Selatan

99.800,00

Provinsi
Maluku

Kota Ambon 85.800,00

Provinsi
Maluku

Kota Tual 85.800,00

Provinsi Bali Provinsi Bali 12.700,00

Provinsi Bali Kab. Buleleng 112.600,00

Provinsi Bali Kab. Jembrana 67.800,00

Provinsi Bali Kab. Klungkung 56.600,00

Provinsi Bali Kab. Gianyar 90.200,00

Provinsi Bali
Kab.
Karangasem

101.400,00

Provinsi Bali Kab. Bangli 56.600,00

Provinsi Bali Kab. Badung 79.000,00

Provinsi Bali Kab. Tabanan 123.800,00

Provinsi Bali Kota Denpasar 56.600,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

12.900,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kab. Lombok
Barat

123.800,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kab. Lombok
Tengah

146.200,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kab. Lombok
Timur

235.800,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kab. Bima 213.400,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kab. Sumbawa 280.600,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kab. Dompu 101.400,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kab. Sumbawa
Barat

101.400,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kab. Lombok
Utara

67.800,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kota Mataram 79.000,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kota Bima 67.800,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

18.800,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Kupang 351.800,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Belu 183.800,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Timor
Tengah Utara

351.800,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Timor
Tengah Selatan

463.800,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Alor 253.800,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Sikka 309.800,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Flores
Timur

281.800,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Ende 309.800,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Ngada 183.800,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Manggarai 169.800,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Sumba
Timur

323.800,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Sumba
Barat

99.800,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Lembata 141.800,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Rote Ndao 155.800,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Manggarai
Barat

155.800,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Nagekeo 113.800,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Sumba
Tengah

85.800,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Sumba
Barat Daya

169.800,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Manggarai
Timur

141.800,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Sabu Raijua 99.800,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Malaka 197.800,00

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kota Kupang 85.800,00

Provinsi
Papua

Provinsi Papua 16.400,00

Provinsi
Papua

Kab. Jayapura 281.800,00

Provinsi
Papua

Kab. Biak-
Numfor

281.800,00

Provinsi
Papua

Kab. Kepulauan
Yapen

211.800,00

Provinsi
Papua

Kab. Merauke 295.800,00

Provinsi
Papua

Kab. Nabire 211.800,00

Provinsi
Papua

Kab. Mimika 183.800,00

Provinsi
Papua

Kab. Sarmi 155.800,00

Provinsi
Papua

Kab. Keerom 113.800,00

Provinsi
Papua

Kab. Waropen 155.800,00

Provinsi
Papua

Kota Jayapura 71.800,00

Provinsi
Bengkulu

Provinsi
Bengkulu

12.900,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Bengkulu

Kab. Bengkulu
Utara

224.600,00

Provinsi
Bengkulu

Kab. Bengkulu
Selatan

135.000,00

Provinsi
Bengkulu

Kab. Rejang
Lebong

179.800,00

Provinsi
Bengkulu

Kab. Seluma 168.600,00

Provinsi
Bengkulu

Kab. Kaur 179.800,00

Provinsi
Bengkulu

Kab. Muko-Muko 179.800,00

Provinsi
Bengkulu

Kab. Lebong 157.400,00

Provinsi
Bengkulu

Kab. Kepahiang 101.400,00

Provinsi
Bengkulu

Kab. Bengkulu
Tengah

123.800,00

Provinsi
Bengkulu

Kota Bengkulu 112.600,00

Provinsi
Maluku
Utara

Provinsi Maluku
Utara

16.400,00

Provinsi
Maluku
Utara

Kab. Halmahera
Tengah

127.800,00

Provinsi
Maluku
Utara

Kab. Halmahera
Utara

253.800,00

Provinsi
Maluku
Utara

Kab. Halmahera
Selatan

435.800,00

Provinsi
Maluku
Utara

Kab. Kepulauan
Sula

183.800,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Maluku
Utara

Kab. Halmahera
Timur

113.800,00

Provinsi
Maluku
Utara

Kab. Halmahera
Barat

141.800,00

Provinsi
Maluku
Utara

Kab. Pulau
Morotai

85.800,00

Provinsi
Maluku
Utara

Kab. Pulau
Taliabu

127.800,00

Provinsi
Maluku
Utara

Kota Ternate 113.800,00

Provinsi
Maluku
Utara

Kota Tidore
Kepulauan

127.800,00

Provinsi
Banten

Provinsi Banten 12.500,00

Provinsi
Banten

Kab. Serang 336.600,00

Provinsi
Banten

Kab. Pandeglang 403.800,00

Provinsi
Banten

Kab. Lebak 325.400,00

Provinsi
Banten

Kab. Tangerang 336.600,00

Provinsi
Banten

Kota Tangerang 157.400,00

Provinsi
Banten

Kota Cilegon 101.400,00

Provinsi
Banten

Kota Serang 79.000,00

Provinsi
Banten

Kota Tangerang
Selatan

90.200,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kepulauan
Bangka Beli

Provinsi Bangka
Belitung

12.300,00

Provinsi
Kepulauan
Bangka Beli

Kab. Belitung 56.600,00

Provinsi
Kepulauan
Bangka Beli

Kab. Bangka 101.400,00

Provinsi
Kepulauan
Bangka Beli

Kab. Bangka
Barat

79.000,00

Provinsi
Kepulauan
Bangka Beli

Kab. Bangka
Tengah

79.000,00

Provinsi
Kepulauan
Bangka Beli

Kab. Bangka
Selatan

101.400,00

Provinsi
Kepulauan
Bangka Beli

Kab. Belitung
Timur

90.200,00

Provinsi
Kepulauan
Bangka Beli

Kota
Pangkalpinang

90.200,00

Provinsi
Gorontalo

Provinsi
Gorontalo

12.100,00

Provinsi
Gorontalo

Kab. Gorontalo 224.600,00

Provinsi
Gorontalo

Kab. Boalemo 90.200,00

Provinsi
Gorontalo

Kab. Pohuwato 157.400,00

Provinsi
Gorontalo

Kab. Bone
Bolango

213.400,00

Provinsi
Gorontalo

Kab. Gorontalo
Utara

135.000,00

Provinsi
Gorontalo

Kota Gorontalo 112.600,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kepulauan
Riau

Provinsi
Kepulauan Riau

12.300,00

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Bintan 123.800,00

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Karimun 112.600,00

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Natuna 146.200,00

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Lingga 123.800,00

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Anambas 90.200,00

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kota Batam 146.200,00

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kota Tanjung
Pinang

56.600,00

Provinsi
Papua Barat

Provinsi Papua
Barat

17.000,00

Provinsi
Papua Barat

Kab. Manokwari 365.800,00

Provinsi
Papua Barat

Kab. Sorong 295.800,00

Provinsi
Papua Barat

Kab. Fak Fak 141.800,00

Provinsi
Papua Barat

Kab. Sorong
Selatan

197.800,00

Provinsi
Papua Barat

Kab. Raja Ampat 351.800,00

Provinsi
Papua Barat

Kab. Teluk
Bintuni

351.800,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Papua Barat

Kab. Teluk
Wondama

197.800,00

Provinsi
Papua Barat

Kab. Kaimana 113.800,00

Provinsi
Papua Barat

Kab. Tambrauw 169.800,00

Provinsi
Papua Barat

Kab. Maybrat 351.800,00

Provinsi
Papua Barat

Kab.
Pegunungan
Arfak

155.800,00

Provinsi
Papua Barat

Kab. Manokwari
Selatan

99.800,00

Provinsi
Papua Barat

Kota Sorong 141.800,00

Provinsi
Sulawesi
Barat

Provinsi Prop.
Sulawesi Barat

12.100,00

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Majene 101.400,00

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Mamuju 191.000,00

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Mamuju
Utara

146.200,00

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Polewali
Mandar

191.000,00

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Mamasa 202.200,00

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Mamuju
Tengah

67.800,00
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kalimantan
Utara

Provinsi
Kalimantan
Utara

11.900,00

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kab. Bulungan 123.800,00

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kab. Nunukan 191.000,00

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kab. Malinau 179.800,00

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kab. Tana
Tidung

67.800,00

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kota Tarakan 56.600,00

05.004
Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan
Lingkup Pupuk dan Pestisida

tidak 861.850,00

05.004.001 Tanpa Sub Output 861.850,00

051 - Pembinaan Pelaksanaan Monitoring
dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Pupuk dan
Pestisida

861.850,00

Pusat Pusat 861.850,00

Total 84.657.850,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /
TARGET

SATUAN
SATUAN

BIAYA
ALOKASI 2018

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

05
Tersalurnya pupuk bersubsidi dan dioptimalkanya rumah kompos di daerah
sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan sentra
peternakan

84.657.850,00 84.657.850,00 84.682.050,00 84.657.850,00

05.002 Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani 520 Layanan 83.796.000,00 83.796.000,00 83.820.200,00 83.796.000,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
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KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /
TARGET

SATUAN
SATUAN

BIAYA
ALOKASI 2018

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

05.002.001 Tanpa Sub Output 83.796.000,00 83.796.000,00 83.820.200,00 83.796.000,00

05.002.001.051 Fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani 520,00 Layanan 161.146,15 83.796.000,00 520,00 520,00 520,00 83.796.000,00 83.820.200,00 83.796.000,00

05.004 Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Pupuk dan Pestisida 12
Bulan
Layanan

861.850,00 861.850,00 861.850,00 861.850,00

05.004.001 Tanpa Sub Output 861.850,00 861.850,00 861.850,00 861.850,00

05.004.001.051
Pembinaan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup
Pupuk dan Pestisida

12,00
Bulan
Layanan

71.820,83 861.850,00 12,00 12,00 12,00 861.850,00 861.850,00 861.850,00

Total 84.657.850,00 - - - 84.657.850,00 84.682.050,00 84.657.850,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAH
PINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN

05
Tersalurnya pupuk bersubsidi dan dioptimalkanya rumah kompos di daerah sentra
produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan sentra peternakan

84.657.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.657.850,00

05.002 Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani 83.796.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.796.000,00

05.002.001 Tanpa Sub Output 83.796.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.796.000,00

05.002.001.051 Fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani Utama 83.796.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.796.000,00

05.004 Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Pupuk dan Pestisida 861.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861.850,00

05.004.001 Tanpa Sub Output 861.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861.850,00

05.004.001.051
Pembinaan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Pupuk dan
Pestisida

Pendukung 861.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861.850,00

Total 84.657.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.657.850,00

C. SUMBER PENDANAAN

Jakarta, 07 December 2017  
a/n Menteri/ Kepala Lembaga 

NIP.
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REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
TARGET

2018
ALOKASI 2018

(RIBU)

06
Meningkatnya fasilitasi pembiayaan, pemberdayaan kelembagaan, dan permodalan pertanian, serta peningkatan perlindungan terhadap resiko gagal panen melalui asuransi
pertanian

425.134.100,00

06.01 Jumlah Asuransi Pertanian 1000000

06.02 Jumlah Asuransi Ternak Sapi 120000

Total 425.134.100,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN

/ KOTA

06

Meningkatnya fasilitasi pembiayaan, pemberdayaan
kelembagaan, dan permodalan pertanian, serta
peningkatan perlindungan terhadap resiko gagal panen
melalui asuransi pertanian

425.134.100,00

06.001 Asuransi Pertanian
Ketahanan
Pangan

Peningkatan
Produksi
Pangan

Produksi
Padi 79.3
juta ton

Asuransi dan
bantuan puso
padi di 15
provinsi

tidak 145.862.000,00

06.001.001 Tanpa Sub Output 145.862.000,00

051 - Pelaksanaan Asuransi Pertanian 145.862.000,00

Pusat Pusat 145.862.000,00

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PERTANIAN

:2. PROGRAM 11 - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

:3. SASARAN PROGRAM 01 - Penambahan Luas Pertanaman

:4. KEGIATAN 3994 - Fasilitasi Pembiayaan Pertanian

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Direktorat Pembiayaan Pertanian

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN
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KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

KERANGKA
REGULASI

ALOKASI (RP
RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN

/ KOTA

06.002 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)
Ketahanan
Pangan

Peningkatan
Produksi
Pangan

Produksi
Daging
Sapi 710
ribu ton

Asuransi Sapi di
13
sentra/kawasan
sapi potong

tidak 21.146.500,00

06.002.001 Tanpa Sub Output 21.146.500,00

051 - Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi 21.146.500,00

Pusat Pusat 21.146.500,00

06.003
Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup
Pembiayaan Pertanian

tidak 258.125.600,00

06.003.001 Fasilitasi Pembiayaan 8.125.600,00

051 - Pembinaan, Pelaksanaan, Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan Pembiayaan Pertanian Lingkup
Ditjen PSP

0,00

052 - Layanan Operasional Mendukung Kegiatan
Asuransi

8.125.600,00

Pusat Pusat 8.125.600,00

06.003.002 Badan Layanan Umum Pembiayaan Pertanian 250.000.000,00

051 - Pelaksanaan 250.000.000,00

Pusat Pusat 250.000.000,00

Total 425.134.100,00

KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /
TARGET

SATUAN SATUAN BIAYA
ALOKASI 2018

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

06

Meningkatnya fasilitasi pembiayaan,
pemberdayaan kelembagaan, dan permodalan
pertanian, serta peningkatan perlindungan
terhadap resiko gagal panen melalui asuransi
pertanian

425.134.100,00 425.134.100,00 425.134.100,00 425.134.100,00

06.001 Asuransi Pertanian 1000000 Ha 145.862.000,00 145.862.000,00 145.862.000,00 145.862.000,00

06.001.001 Tanpa Sub Output 145.862.000,00 145.862.000,00 145.862.000,00 145.862.000,00

06.001.001.051 Pelaksanaan Asuransi Pertanian 1.000.000,00 Ha 145,86 145.862.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 145.862.000,00 145.862.000,00 145.862.000,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
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KODE
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /
TARGET

SATUAN SATUAN BIAYA
ALOKASI 2018

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

06.002 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) 120000 Ekor 21.146.500,00 21.146.500,00 21.146.500,00 21.146.500,00

06.002.001 Tanpa Sub Output 21.146.500,00 21.146.500,00 21.146.500,00 21.146.500,00

06.002.001.051 Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi 120.000,00 Ekor 176,22 21.146.500,00 120.000,00 0,00 0,00 21.146.500,00 21.146.500,00 21.146.500,00

06.003
Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan
Lingkup Pembiayaan Pertanian

12
Bulan
Layanan

258.125.600,00 258.125.600,00 258.125.600,00 258.125.600,00

06.003.001 Fasilitasi Pembiayaan 8.125.600,00 8.125.600,00 8.125.600,00 8.125.600,00

06.003.001.051
Pembinaan, Pelaksanaan, Monitoring
dan Evaluasi Kegiatan Pembiayaan
Pertanian Lingkup Ditjen PSP

0,00
Bulan
Layanan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.003.001.052
Layanan Operasional Mendukung
Kegiatan Asuransi

12,00
Bulan
Layanan

677.133,33 8.125.600,00 12,00 12,00 0,00 8.125.600,00 8.125.600,00 8.125.600,00

06.003.002
Badan Layanan Umum Pembiayaan
Pertanian

250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00

06.003.002.051 Pelaksanaan 1,00 Layanan 250.000.000,00 250.000.000,00 1,00 1,00 1,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00

Total 425.134.100,00 - - - 425.134.100,00 425.134.100,00 425.134.100,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAH
PINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN

06
Meningkatnya fasilitasi pembiayaan, pemberdayaan kelembagaan, dan permodalan
pertanian, serta peningkatan perlindungan terhadap resiko gagal panen melalui
asuransi pertanian

425.134.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.134.100,00

06.001 Asuransi Pertanian 145.862.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.862.000,00

06.001.001 Tanpa Sub Output 145.862.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.862.000,00

06.001.001.051 Pelaksanaan Asuransi Pertanian Utama 145.862.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.862.000,00

06.002 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) 21.146.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.146.500,00

06.002.001 Tanpa Sub Output 21.146.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.146.500,00

06.002.001.051 Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi Utama 21.146.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.146.500,00

06.003 Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Pembiayaan Pertanian 258.125.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.125.600,00

06.003.001 Fasilitasi Pembiayaan 8.125.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.125.600,00

C. SUMBER PENDANAAN
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KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAH
PINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN

06.003.001.051
Pembinaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembiayaan
Pertanian Lingkup Ditjen PSP

Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.003.001.052 Layanan Operasional Mendukung Kegiatan Asuransi Utama 8.125.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.125.600,00

06.003.002 Badan Layanan Umum Pembiayaan Pertanian 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

06.003.002.051 Pelaksanaan Utama 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

Total 425.134.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.134.100,00

Jakarta, 07 December 2017  
a/n Menteri/ Kepala Lembaga 

NIP.


